Vol. 3 Tahun VIIl, 2006

@ Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial
Di Luar Pengadilan

@ Hukum dan Peraturan ketenagakerjaan

® Kebijakan Pembinaan Hubungan Industrial
Untuk Menciptakan Hubungan Industrial yang
Harmonis, Dinamis Demokratis dan Bermartabat
di Perusahaan

@ Sekilas tentang Standar Perburuhan Internasional

Informasi Hukum merupakan wadah penyampaian gagasan, informasi dan telaah mengenai persoalan actual yang
terkait dengan hukum dan dikemas dalam bahasa ilmiah popular. Redaksi menerima tulisan dari penulis dengan
syarat : tulisan adalah hasil karya dan kreasi penulis, bukan saduran, atau plagiat, dan redaksi berhak melakukan

edit tanpa mengubah substansi. Tulisan dalam penerbitan ini sepenuhnya menjadi tanggung jJawab pribadi penulis.
s




. Tim Redaksi :

Pembina : Sekretaris Jenderal: Pengarah : Andi Syahrul Pangerang, SH: Pemimpin Redaksi :
Sunamo, SH, MH,  Sekretaris : Sutarwan, SE; Editor : Kadino BS; Entry Data : Anan Hanafi :
Penggandaan/Distribusi ; Yati Noviati, BSc & Indrawati. _ :

Sékretaﬂat » Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja dan Transmfgraéi, Jin.Jenderal Gatot Subrofo Kav. 51,
Telepon : 5252676 Fax : 5274929 - Jakarta Sefatan (12950)




PENGANTAR REDAKSI

Pada edisi sebelumnya Info Hukum -menyajikan
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DI LUAR PENGADILAN

Oteh : Drs, Sysufii Syamsuddin, SH, MH

Dalam  perkara perselisihan
hubungan industrial, oleh UUPPHI telah
ditetapkan  tata cara dan  proses
penyelesaian  PPHI. Penyelesaian diluar
“pengadilan  merupakan  tahapan
penyelesaian yang bersifat wajib. Dalam
pelaksanaannya. penyelesaian diluar

pengadilan, secara garis besar terbagi atas

dua bagian besar, yaitu penyelesaian oleh -

para pihak sendiri secara bipartit dan

bagian yang kedua penyelesaian dengan -

bantuan pihak ketiga.

Pertama sekali, para pihak diminta

untukh  senantiasa  mencegah terjadinya

perselissihan  dengan  berbagai  cara,
Apabila setelah pencegahan perselisiban

masih juga harus terjadi, pada tingkat

pertama dirundingkan diantara para pihak =

secara bipartit, yang diatur tata cara dan

lamanya waktu penyelesaian perselisihan.

Kedua. apabila dalam perundingan -

bipartit tidak wreapai- kesepakatan, diatue

tala cara penyelesaian berikutnya. Para

pihak  dapat  melakukan  pilihan

{ melalui arbitrase. atau konsiliasi yang :

| discpakati kedua belah - pihak. sesuai

PENYELESA’AN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL -

" Untuk

penyelesaian selanjutnya. Dapat dilakukan ;

melalui

:déﬁgaﬁ kasus dan kewenangan yang |

diberikan oleh undang-undang.
“hal  kedua  bentuk

penyelesaian melalui  arbitrase  atau

Dalam

 konsilasi dimaksud tidak disepakati, °

. penyelesaian melalui  mediasi menjadi |

penyelesaian yang wajib  ditempuh.
pcﬁ;élesaian' melalui arbitrase :
pada dagami}a ‘tidak dapat lagi digugat . B
melalui I' pengadilan hubungan  industrial,

sedahgkan terhadap penyelesaian melalui

 konsiliasi/mediasi, para pihak yang

keberatan dengan anjuran Konsiliator/

- mediator, dapat mengajukan gugatan ke

muka Pengadilan HI.

A. PENYELESAIAN BIPARTIT
‘Bagaimanapun harmonisnya suatu - |
kadang kala

hubungan, timbulnya - |

perselisihan suka untuk  dihindarkan. " ||

Untuk itu.  pada tingkat pertama. |
penyelesaiannya wajib disclesaikan oleh
para pihak secara musyawarah untuk
mufakat. Penyelesaian perselisiian yang |
terbaik - adalah pehyélés'ai_an oleh para'
pihak yang berselisih sendiri. Karena 1

perundingan, akan  dicapai
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yang paling menguntung- .
kan kedua belah ‘pihak - Oleh karena iitu;

wajib

 penyelesaian

setiap pcrsclisihan yang terjadi,

diupayakan penyelesaiannya terlebih
dahulu

t'.anpa 'dicampuri oleh pihak manapun.

melalui  perundingan  bipartit,
Agar perundingan itu tidak berlarut-larut, .
penyelesaian perselisihan melalui biparlit
dlhdld‘»l \mklunya dilakukan paling Iama

30 hdl‘l kel‘jd bejdk ldnggal dimulainya -

perundingan (Pasal 136 ayst (i) UUKK, dan Pasal

f butir w dan Pusal 3 apat (1) sd (3} UUPPHI).

Apabita dalam jangka waktu 30

| hari, salah satu pihak menolak untuk |

_bt.j_rur)ding. atav  telah  dilakukan

perundingan  tetapi
kesepakatan,

: _perundingan
- dianggap  gagal.

[ bipartit dibuat risalah yang ditandatangani -

“oleh para pihak yang sekurangkurangnya
memuat:
2)
3) pokok masalah/alasan

para  pihak, tanggal dan tempat

perundingan.

kesimpulan/hasil 'perundingan, dan 6) !
tanggal serta tandatangan para pihak (Pasa/ i

6I¢yar (2) UUPPHI). )

Dalam . hal

musyawarah dapat

Bersama (PB) yang ditandatangani. oleh -

| para pihak.
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tidak méncapai :
bipartit
Setiap  perundingan |

1) nama_ lengkap dan alamat .

PB

wajib |
dllaks.anaﬁan oleh para pihak. PB sebagal |

tersebul mt.n;,,ikal ~dan

hasil kesepakatan 'selanjutnya wa“f, |
- didaftarkan “oleh ‘para pihak yang |
~membuat PB, pada Pengadilan H1 di |
%‘_wil_ayah para :pihak mg_r;g_adakan PB,
: akta  bukti

pendattaran

. untuk mendapatkan
Akta bukli.
merupakan bag,lan yang lxdak terpisahkan
dari PB.
Apabila

dllaksanakan

pendaﬂaran

tidak . |
yang |
pihak yang dlruglkan

PB  dimaksud
“oleh  pihak
berkewajlban,
| | dapat ‘mengajukan permohonan’ eksekusi |
kepada Pengadilan HI di w1layah dimana
PB’ didaftar, untuk mendapat penetapan ' |
Apabila |
. berdomisili di luar Peéngadilan HI tempat - :

. eksekusi, pemohon -eksekusi : |

| pendafiaran - PB,  pemohon eksekusi :
i mengajukannya melatui Pengadilan HI di
“untuk - |

yang
- eksekusi -

" wilayah - domisili- pemohon,

. diteruskan- ‘ke  Pengadilan - HI

berkompeten - melaksanakan

_ " (Pasal 7 UUPPHI).
perselisihan, 4) pendapat para _pi_h;ak, 5)

- Khusus dalam kasus perselisihan i
PHK; apabila tidak dapat diselesaikan |
. dengan cara- perundingan, - pengusaha ; |
" hanya dapat melakukan PHK te_rhadapf '

pekerja setelah memperolch penetapan ||
mencapai kesepakatan, dibuat Perjanjian -

PPHI.  Permohonan

penetapan  dilakukan

dari - lembaga

secara terlulis .

dlscrtaa atasan yang menjadl dasar PHK

[ 2% ]



: dan bukti perundingan.

i Penetapan atas permohonan PHK -
* hanya dapat diberikan apabila benar-benar -
b twlah - dilakukan perundingan. dan tidak

|- menghasilkan kesepakatan (Pasaf 151 ayart (2)

| don (3) dun Pasat 152 vUKK).
Dapat terjadi bahwa salah satu :

| pihak tidak bersedia berunding. Dalam

hal ini para pihak dapat melampirkan !
_' bukti upaya perundingan seperti misainya
| . surat _amdau_gan. “pemberitahuan, tawaran.
I konsep bahan perundingan untuk °
- perselisiban kepentinéan. - Sekurang- !
kurangnya upaya itu telah dilakukan
~ sebanyak tiga kali dalam suatu wakitu ;
tertentu, dengan ketentuan tidak lebih dari -
'_ waktu. 30 hari (Pasat 3 avar (3) UUPPHI),
Dengan gagalnya/ditolaknya suatu
~tawaran perundingan, memberikan -hak
kepada pihak lawan untuk melakukan :
" tindakan - untuk menekan pihak lawan. :
| Pekerja dapat melakukan mogok apabila |
| pengusaha . menolak/gagal  berunding,
{ schaliknya pengusaha dapat melakukan
~ penutupan pcrusahaa'n tlock out) dafém
'f . hal pekerja menolak/gagal berunding
| - (Pasat 137 UUKK dan Pasul 146 UUKK).

- B. PENCATATAN PERSELISTHAN
| Tidak selamanya perundingan mencapai '

- kesepakatan, apabila penyelesaian secara.

- musyawarzh untuk mufakat tidak tercapai.

“dengan melampirkan bukti bahwa upaya

telah dilakukan.
Apabila  bukti

- paling lambat dalam waktu tujuh hari

. pengembalian‘berkas. Setelah menerima ' |

;‘peucatatén ‘dari salsh satu “atau para .
. pihak; Stansi ketenagakerjaan setempat, i
' wajib menawarkan kepada para pih‘aké

- melalui arbitrase (untuk  perselisihan
kepentinigan dan antar SP dalam satu -
 petusahaan), atau melalui konsiliasi |
' (untik persetisihan PHK, kepen-tingan
-dan antar SP dalam satu perusahaan) |

' guna memberikan kebebasan bagi pihak

" penyelesaian perselisihan yang mereka

pengusaha  dan/atau pekerja/SP i

selanjutnya mencatatkan perselisihannya

pada instansi ketenagakerjaan setempat
penyefesaian melalui perundingan bipartit

dimaksud tidak : ;"

dilampirkan, instansi ketenagakerjaan

menge-balikan berkas untuk dilengkapi -

kerja terhitung sejak tanggal diterimanya

untuk menyepakati memilih-penyelesaian 5

yang berselisih untuk ~ memilih cara

kehendaki (Pesal ¢ UUPPHI).

| Ap’abila' para  pihak  tidak
menyepakati untuk memilih penyelesaian t
melalui konsiliasi/arbitrase dalam waktu ' {
tujuh hari kerja. instansi ketenagakerjaan 5'
melimpahkan penyelesaian pefselis'ihan'-- 1

nya kepada mediator. dan  penyelesaian
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4§ melalui ‘mediator menjadi  penyelesaian

yvang wajib-ditempuhi (Pasal ¢ avar (4) din Pasal
o: UUPPHI). _ _
. . Khusus penyelesaian perselisihan
hak. UUPPHI tidak memberi ke_wcnangan
| kepada konsiliator/arbiter
" menengahinya,
- menyclesaikan  perselisihan  hak  diluar
kepada

- pengadilan  hanya .diberikan

. mediator.

| C. PENYELESAIAN MELALUI
' . PENENGAH

e

5_ luar pengadilan dengan bantuan pihak

|  ketiga atau penengah., yang dapat dipilih
- olch para pihak yang berselisih dalam

- menyelesaikan  pertikaian

; ~mereka. Dapat ditempuh melalui arbitrase,
“ atau konsililiasi, yang dipilih dengan
* kesepakatan. atau bila tidak tercapai - bersama setclah timbulnya perselisihan, . ff -

. kesepakatan. penyelesaiannya dilakukan

| melalui mediasi wajib.

[ 1. Arbitrase
Arbitrase dalam pengertian - yang

- umum  adalah, penyelesaian

| - perselisihan atau.  perkara

;_ seorang/beberapa orang wasit (arbiter)
 yang dilunjuk. bersama oleh para pihak -
|- yang berperkara. untuk diselesaikan diluar -

1" pengaditan.

INFG HURGM ¥aid Faun vk 1668

~ untyk ;

kewenangan | 1. .2 dinya petselisihan.

Ada tiga pilihan penyelesaian di |

diantara.

Pada dasarnya arbitrase merupakan suatu

prbées' penyelesaian sengketa’ pafé pihak

" yang dilakukan - secara * musyawarah

dengan “menunjuk pihak ketiga sebagai
wasit; yang ditiangkan sebelumnya

dalam pembuatan petjanjian, atau setelah” |

Bentuk penyelesaian perselisihan melalui

arbitrase. dapai” ‘tetjadi.  karena

- sebelumnya tefah dituangkan di dalam
_perjanjian, di mana para pihak sepakat
“untuk - menyelesaikan  sengketa yang -
terjadi-dtantara para pihak yang berjanji,

yahg: rungkin akan timbul di kemudian
hari, - diputuskan - oleh “orang . ketiga, |

" seorang/ ‘beberapa orang arbiter. yang
ditunjuk oleh para pihak yang berperkara - ||

untuk diselesaikan - diluar pengadilan. ]
Pemilihan penyelesaian melalui arbitrase
dapat juga dilakukan atas kesepakatan |

secara, musyawarah menunjuk pihak
ketiga, untuk . membanty  menengahi

_ penyelesaian perselisihan wont Emirzon, 2001,
- Sedangkan pengertian arbitrase menurut

- Undang-undang Arbitrase yang berlaku |

suatu sekarang, adalah cara penyelesaian satu - §

oleh :

perkara 'perdata di luar peradilan umam °
yang didasarkan pada perjanjian arbitrase '’
yang -dibuat secara tertulis oleh para

pihak yang bersengketa ¢ Pasal I ayat (1) UU i l

No.30 Tatun 4999




_ Proses penyelesaian perselisihan
| melalui arbitrase pada umumnya, adalah
| sebagai berikut:

I Arbiter dapat mendengar keterangan
setiap orang untuk hadir, setelah
dipanggil dengan patui; |
Arbiter dapat menunjuk seorang/para
ahi,
menerima

menetapkan  syarat-syarat,
laporannya
mendengar keterangan mereka;
Arbiter  dapat memutuskan  perkara
berdasarkan dokumen yang ada saja.,
jika  para - pihak  mengusulkan/
menyetujui;

Jika salah satu pihak, meskipun telah
'dipanggil, tidak "hadir tanpa alasan -
yang _.sah,
pemanggilan tersebwt cukup, arbiter

jika arbiter merasa

mempunyai  kewenangan  untuk
melanjutkan arbitrase, dan
persidangannya' dianggap  telah
* dilaksanakan dengan kehadiran semua -
pihak: |
Menentukan bahasa yang
* dipergunakan dalam arbitrase, dengan
keadaan,
~Khususnya bahasa perjanjian yang -
dibuat: -
Memiliki kewenangan penuh untuk

memperhatikan - semua

menden:gar semua pihak. Kecuali
dengan persetujuan arbiter dan para
~ pihak, pihak yang tidak terkait dengan
 perkara tidak boleh hadir (tertutup).

dan/atau -

7 - langka waktu penyelesaian dilakukan ;

~ dalam 6 bulan, bila semua persyaratan

- telah dipenuhi. Jangka waktu tersebut | '
terhitung sejak - tanggal :

penandatanganan oleh arbiter  atau

dokumen para pihak:

Keputusan arbiter bersifat final dan

mengikat.

Terhadap putusan arbitrase dapat

- diajukan permohonan pembatalan. oleh 3

para pihak, apabila putusan arbiter diduga
mengandqu;unsur.-unsur sebagai berikut:

1. Surat/dékumen yang diajukan dalam

- pemeriksaan, “setetah

diakui

putusan -
diajukan,
palsu;

. Setelah- putusan diambil ditemukan

palsu/dinyatakan .

dokumen yang bersifat menentukan, |
yang disembunyikan oleh pal_'a. pihak -
lawan;

. Putusan diambil dari hasil tipy
mustihat yang dilakukan oleh salah |
satu  pihak dalam - pemeriksaan |
sengketa (VU No. 30 whin 1999 Pasal 70). .

Permohonan  pembatalan putusan {

‘arbitrase diajukan secara tertulis dalam . |

jangka waktu paling lama 30 hari ‘|

térhituhg sejak  hari penyerahan dan |
pendaflaran putusan arbitrase kepads

Panitera  Pengadilan  Negeri (PN).: :

" putusan

Permohonan pembatatan

arbitrase disjukan kepada KewaPN.
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[ Apabita . permohonan

pembatalan

dikabulkan. Ketua PN menentukan ‘lebih

§ lanjut akibat pembatalan scluruhnya atau
| sebagian putusan- arbitrase, Putusan atas

{ permohonan pembatalan ditetapkan oleh

Ketua PN dalam wakiu paling lambat 30
hari  sejak  permohonan - diterima.
Terhadap keputusan PN dapat diajukan
permohonan banding ke MA  (Pasat 71 dun
7200 No. 30 Tahin 1999)

© Dalam penyelesaian perselisihan

melalui- arbitrase untuk perkara PPHI,

| - berbeda dengan tata cara penyelesaiafinya

- dari ‘ketentuan “arbitrase yang berlaku

umum {Undang-undarig Nomor 30 Tahun
1999, Dalam bchcrdpd hal diatur secara
lersend’/ i menyimpang dari ketentuan
a_rbltrase umum. Misalnya dalam arbitrase
PPHI. pengajuan pémbatalannya Iaﬁgsung
kepada MA, sehmgga tidak ada Iagl

upaya kasasi.

Kewenanban arbitrase perselisihan
HI hanyalah menycelesaikan pcrselmhan
kepentingan. dan perselisihan antar SP
hanya dalam satu perusahaan saja.

Penyelesaiannya di luar
. ] lnduslrlal

Pengadilan  Hubungan

| dilakukan me!dlul kesepakalan terlulls

dart para pihak vang berselisih untuk

menyerahkan  penyelesaian  perselisihan

kepada arbiter yang putusannya mengikat

para pihak dan bersifat final.

I R 9510 FARUA Vi 2004

- “Atbite adalah’ seorang atau lebih

yang dipilih: oleh para pihak  yang

berselisih 'dari daftar -arbiter yang
ditetapkan . oleh - Menteri untuk -
memberikan _putusan. mengenai -

perselisihan kepentingan. dan perselisih- *

an antar SP/SB hanya dalam satu

perusahaan yang . - . diserabkan
penyelesaiannya . melalui  arbitrase.
Putusan - arbitrase mengikat para pihak

dan bersifat final (o 1 busir 15 dun 16 CUPPHY

a.. :Tuga;dan Wewenang

] Pokok ~perkara yang  dapatl’
dlmmlakan penyelesaian. melalui  jasa - i
abitrase, hanya untuk sengketa. mengenai
perselisihan kepentingan dan perselisihan
antar SP-dalam satu perusahaan saja (Pasal
29 UUPPHI). -

Arbiter . yang berwenang

menyelesaikan -perselisihan - hubungan
industrial - adalah = arbiter yang telah [

ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi {Menakertrans).
Sedangkan wilayah kerja arbiter adalah
di seluruh wilayah Indonesia.

_ PPH! melalui arbiter dilakukan
atas dasar kesepakatan para pihak yang ' [f
berselisih. Kesepakatan para pihak yang -
bersetisih dinyatakan secz_;r;l_ tertulis |
dalam .surat perjanjian arbitrase. dibuat
rangkap- tiga. dan masing-masing pihak
mendapatkan  satu- yang. mempunyai

kekuatan hukum yang sama.




Surat perjanjian
dimaksud, sekurang-Kurangnya memuat:
1} nama  lengkap dan  alamat/tempat
kedudukan para pihak yang berselisih, 2)
pokok-pokok persoalan ‘yang menjadi

| . arbitrase untuk disclesaikan dan diambil

yang
disepakati, 4) pernyataan para pihak yang

put'us.an~ 3) jumlah arbiter
berselisih untuk twaduk dan menjalankan
keputusan arbitrase:  dan 5)  tempat,
t_aﬁggal pembuatan surat perjanjian, dan
- tanda tangan para pihak yang berselisih
- (Pasal 32.UUPHI).

. Dalam hal para pihak
para pihak berhak memilih arbiter dari
daflar arbiter  Yang ditetapkan oleh
Menteri. Para pihak yang berselisih dapat
tunggal/beberapa

menunjuk  arbiter

arbiter (majelis) datam' jumiah gasal

hal para pihak sepakat untuk menunjuk

arbiter  tunggal, para pihak sudah

mencapai  kesepakatan  dalam  waktu
si:lamhahlambaln)a Ctujuh  hari kerja
tentang nama arbiter dimaksud. Apabila
para pihak sepakat untuk menunjuk

majelis arbiter dalam - jumiah gasal,

seorang arbiter dalam waktu selambat-
| - lambainya tiga hari kerja. sedangkan
arbiter ketiga ditentukan oleh para arbiter

arbitrase

perselisihan dan yang diserahkan kepada

~melakukan arbitrase terhadap perkara
telah - -

menandatangani surat perjanjian arbitrase, -

sebanyak-banyaknya tiga orang. Dalam

- akan diberikan,
Arbiter yang menerima
- penunjukan  sebagai arbiter, secara |

“yang  berselisih.  Isinya
" kurangnya memuat

masing-masing pihak berhak memilih .

yang ditunjuk dalam waktu selambat-
lambatnya tujul  hari  kerja untuk
diangkat  sebagai  Ketua  Majelis

Arbitrase.

Penunjukan  arbiter dilakukan
secara tertulis. Apabila para pihak tidak |

sepakat untuk menunjuk arbiter baik
beberapa - arbiter
atas

tunggal  maupun
(majelis) dalam jumlah- gasal.
permotionan salah satu pihak  Ketua
Pengédilan dapat men'gangka!_arbiler duri |
dafiar arbiter yang ada. Seorang arbiter

yang diminta_oleh para ‘pihak untuk

diantara mereka yang berselisih. wajib -
memberitahukan kepada para pihak -
akan

te'ntang hal yang mungkin

mempengarubi  kebebasannya  atau

menimbulkan keberpihakan putusan yang

tertutis memberitahukan kepada para
pihak mengenai pénerimaanya.

Kemudian membuat pcrjanjian
penunjukan arbiter dengan para pihak |
sekurang- |
hal-hal  sebagai . |
berikut: 1) ‘lengkap - dan
alamattempat kedudukan para pihak |

nama

yang berselisih dan arbiter, -2) pokok-

pokok - perscalan  yang  menjadi
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arbller unluk dlsclesalkan dan dlambll

kcpulusan 3) Dbiaya arbitrase dan

honorarium arbiter, 4) pernyataan para

pihak yang berselisih untuk tunduk dan |

menjalankan  Keputusan  arbitrase,  5)
lempat, | tanggal  pembuatan  surat

perjanjian. dan. tanda tangan para pihak
yang berselisih dan arbiter. 6) pernyataan
arbiter/para arbiter untuk tidak melampaui
kewenangannya  dalam
perkara yang ditanganinya. dan 7) tidak
mempunyai hubungan  keluarga
sedarah/semenda sampal den;_.an derajat
kedua dengan salah st pihak yang

bersellslh —

\

Dalam hal arbiter telah menerlma _

' mengajukan penjelasan tambahan secara : |
penunjukan dan menandatangam surat - Bajukan penjelasan famoa . -

perjanjian. yang bersangkutan tidak dapat
menarik  diri. kecuali .atas_i: persetujuan
pdra pihak. IArbilcr yang akan menarik
diri. |
tertulis kepada para pihak. Apabila. para

mengajukan permohonan  secara

pihak menyetujui permohonan penarikan

diri dimaksud. yang bersangkutan dapat
diﬁcba:ékan dari .lugas._sebagai arbiter
dalam. penyelesaian  kasus  tersebut.
Sepala biaya yang dikeluarkan berkaitan
dengan perjanjian - penunjukan arbiter

sebelum perjanjian tersebut dibatalkan
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IIIDICI‘;N;.‘liSih’dn dan yaﬁ;, -diserahkat.'!.l;épéda. tldak dapdl dlmmla kt.mbdll oleh para

yang
pcrdamatan 5abai arbllerfmaJeIn. arbiter |

penyelesaian |
 masing serta mengajukan bukti yang

per:ihtah lembur- dan _ dilakukan

p;hak (Pasal 4; avat m uuppm)

b. Proses Penyelesalan

. PPH1 oleh arbner diawali dengan ]
upaya mendamaikan kedua belah pihak_§
berselisih. Apabila upaya

meneruskan sidang arbitrase. Dalam

"pemdangan arbitrase para pihak dlberl
'kesempatan untuk menJelaskan secara
tertulis maupun lisan pendlrlan masmg- -.

d:anggap perlu “untuk  menguatkén

pendlrlannya dalam jangka wakiu yang

il fetapkan oleh arbiter/majelis arbiter.

Arbiter/majelis  arbiter * berhak

meminta kepada para pihak untuk

tertubis,  dokumen/bukti . lainnya yang - |

- dianggap. perlu dalam jangka waktu yang
“ditentukan oleh “arbiter/majelis: - arbiter.
“Yatig dimaksid  dengan “membukakan

“buku dan mempetlihatkan  surat-surat,

misalnya  buku tentaﬁg upéhfsuraf:

oleh "}
orang yang ahli soal pembukuan yang
ditunjuk.oleh arbiter (Pusar ¢3 vuprmy)

- Dalam  menjalankan  tugasnya,

- Arbiter/majelis arbiter -dapat ‘memanggil
- saksi/saksi

oleh arbiter/majelis arbiter, biaya tersebut ; Koterangannya.

ahli . untuk  didengar |



i perjanjian

Sebelum memberikan keterangan, -
- arbiter/majelis arbiter dilakukan secara

para saksi/saksi ahfi wajib mengucapkan
sumpah/janji sesvai dengan agama dan
kepercayaan masing-nﬁasing. Biaya
pemanggilan dan perjalanan rohaniawan
- untuk

melaksanakan  pengambilan

sumpah/janji terhadap saksifsaksi ahli
“kuasa yang diberikan oleh pihak yang

dibebankan kepada pihak yang meminta.
Biaya pemanggilan dan
yang meminta. Biaya pemanggilan dan
perjalanan saksi/saksi ahli yang diminta
oleh arbiter dibebankan kepada para
5 _' pihak (Pasat 46 CUPPIY

Arbiter wajib menyelesaikan PHI

| dalam waktu sclambat-lambatnya 30 hari - _
. pihak yang berselisih/ kuasanya tanpa

kerja  sejak  penandatanganan  surat

i pengganti  mensndatangani  perjanjian

| arbitrase.

Pemeriksaan atas perselisihan

penunjukan  arbiter.

kesepakatan  para  pihak,

" berwenang untuk memperpanjang jangka

{ waktu PPHI satu kali. selambat-lambatnya

14 hari kerja.

tertutup  kecuali

. déngan . surat

perjalanan
- seseorang/lebih selaku kuasanya untuk

saksi/saksi ahli dibeb kepada pihak
saksi/saksi ahli dibebankan kepada pi mewakili

arbiter

L o

Pemeriksaan ~ PHI oleh -

pikak  yang |

para
berselisih menghendaki lain. . Dalam

sidang arbitrase, para pihak yang

berselisih dapat diwakili oleh kuasanya

kuasa khusus.

dimaksud surat kuasa khusus adalah,
berselisih. sebagai pemberi kuasa kepada
untuk

pemberi  kuasa

;meiakukan_' - "perbuatan  hukum  dan -
' tindakan lainnya yang berkaitan dengan * |

perkarafiya yang dicantumkan secara
khusus dalam surat kuasa (Pasat 40.dan Past |
42 UUPPH). E
Apabila pada’ hari sidang para |

“suatu alasan yang sah tidak hadir, '

 perjanjian penunjukan arbiter. Dalam hal walaupun telah dipanggil secara patut.'i :

' terjadi penggantian arbiter, jangka wakiu . arbiter/majelis arbiter dapat membataikan : 1

30 hari Kkerja dihitung scjak arbiter

perjanjian penunjukan arbiter dan tugas
arbiter/majelis arbiter dianggap selesai.

~Apabila pada hari sidang pertama dan §
dimulai | Sidang-sidang  selanjutnya salah satu |
. ] T al _

datam waktu selambat-lambainya tiga hari . plhak/ku_asanya .anpa suat alas?n ygng _
, , | sah tidak hadir walaupun untuk ity telah -
' kerja setefah penandatanganan surat | | , . .
"~ ! dipanggil secara patut, yaitu para pihak ! |

Atas - '

telah dipanggil berturut-turut sebanyak  §
tiga kali, setiap panggilan masing-masing g |
dalam waktu tiga hari. arbiter/majelis

arbiter dapat memeriksa perkara dan - |
" menjatuhkan putusannya tanpa kehadiran
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| salah satu pihak/kuasanya (Pasat 43 ayar (1)
| dan (2 vUPPHI, __ |
Terhadap kegiatan dalam

pemeriksaan dan sidang arbitrase dibuat

berita acara  pemeriksaan cleh

perundang-undangan-  yang  berlaku,

| Kepentingan umum (Pusat 49 vUPPHI.

I PPHI' melalui  arbitrase  yang  telah

diajukan pembatalan kepada MA (Pasat 51

LUPPHI)

I < P.éma'r'lggilan S;i(\si.

keterangannya oleh arbiter/majelis’ arbiter

memberikannya, termasuk  membukakan

buku dan memperlibatkan  surat-surat

. yang diperlukan, Dalam hal keterangan

- sebagaimana  diatur  dalam  peraturan

pg:-"rundang-undangan yang berlaku. |
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| - arbiter/majelis arbiter. Putusan Sida"géﬁro's'edur yang ditentukan. Untuk itu |

arbitrase ditetapkan berdasarkan peraturan

dilakukan berdasarkan kesepakatan para
K pihak, tidak dapat diajukan gugatan ke |
Pe_hgadilﬁn Hubungan Industrial, karena
| putusan arbitrase bersif'at akhir dan tetap, |

kecuali dalam hal-hal tertentu dapat : arbiter/majelis arbiter.

I yang diperlukan oleh arbiter _terkait:

I dengan seseorang yang Karena jabatannya il
| menjaga kerahasiaan, ditempuh prosedur - untuk-mendapat penetapan eksekusi, 3)
- dalam hat pemohon eksekusi berdomisili-

“tempat pendaftaran Akta Perdamaian,

" Gleh karena pada jabatan-jabatan tertentu

' bérda-sérkan peraturan perundang-

undal\ng'an' | menjaga  kerahasiaannya,
permintaan keterangan kepada pejabat

dimaksud sebagai saksi ahli mengikuti

arbiter - wajib merahasiakan  semua

_keterangan ‘yang diminta dari pejabat
perjanjian.  kebiasaan, keadilan - dan - :

dimaksud (Pasar 47 UUPPHI).

d. Penyelesaian dengan Kesepakatan

“Apabila  perdamaian  tercapai,
arbiter/majelis - arbiter membuat - Akta
Perdamaian yang ditandatangani oleh
para pihak yang _ berselisih  dan

_ - Akta Perdamaian dirhaksud
didaftarkan di Pengadilan HI di wilayah

“arbiter  mengadakan  perdamaian. ||
) Pendaftaran Akta Perdamaian dilakikan -
Siapa saja yang diminta - Sebagai “berikut: 1) Akta Perdamaian
. yang telah didafar diberikan akta bukti

| ; dan i
guna penyelidikan untuk PPHI, wajip | Pondafiaran dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Akta Perdamaian,

~2) apabila Akta Perdamaian  tidak

dilaksanakan oleh salah satu pihak.

pihak yang dirugikan dapat mengajukan

permohonan eksekusi kepada Pengadilan
Hf di wilayah Akta Perdamaian didaftar

di luar wilayah hukum Pengadilan HI

10




g perjanjian,

‘pemchon
" mengajukan  permohonan  eksekusi
ticlalui  Pengadilan  HI di  wilayah
eksekusi  untuk
Hl yang

melaksanakan  eksekusi

| -domisiti  pemohon
~ diteruskan ke Pengadilan

berkompeten

 (Pusal 44 VUPPHI).

: e l{eputusah Arbitrase

Putusan sidang  arbitrase

| ditciapkan  berdasarkan  peraturan
| p'e'ruhda.ng-undangan yang  berlaky,
' kebiasaan, keadilan dan
i k'ep_eminga'n umum. Putusan arbitrase
memuat:

I} kepala putusan yang berbunyi "DEMI
! KEADILAN - BERDASARKAN
| KETUIANAN YANG MAHA ESA”, 2)
nama lengkap dan alamat arbiter/majelis
arbiter, 3) nama lengkap dan alamat para

: pihak, 4) hal-hal yang termuat dalam

| surat perjanjian yang diajukan oleh para -

| pihak yang berselisih, 5) ikhtisar dari
. tuntutan, jawaban, dan penjelasan lebih
-para’ pihak yang berselisih, 6)
| yang
putusan, 7) pokok putusan, 8) tempat dan

lanjw
pertimbarigan menjadi  dasar
| tanggal putusan, 9) mulai berlakunya
10)

- arbiter/majelis arbiter.

L - putusan, ~ dan tanda

eksekusi  dapat

tangan /

Tidak dilandatangadinya putus'an'é

arbiter oleh salah seorang arbiter dengan 1
dlasan  sakit/meninggal dunia, tidak
-mempengaruhi kekuatan be'rlakunyé
putusan. Alasan tentang tidak adartya
tanda tangan dimaksud  dicantumkan |
~dalam  putusan.  Selanjutnya  datam | ._
putuﬁan arbitarse, ditetapkan bahwa | §
14

putusan tersebut sudah dilaksanakan, g

 selambat-lambatnya hari  kerja ||
Putusan arbitrase mempunyai kekuatan
hukum yang mt;ﬁgikat terhadap para pihak
yang berselisih dan merupakan putusan -
“yang bersifat akhir dan tetap. '_Upayaé
" hukum melalui permohonan pembatalané
.- d'ima_ksu'dkan untuk memberi kesempaian !
kepada pihak berselisih yang dirugikan
(Pasal 39 vuPPHY |
Arbiter/majelis arb'ite.r tidak
dapat dikenakan tanggung jawab hukum ' [I
“apapun atas segala tindakan yang A
diarhbil_ selama proses pe_fsidanghn
berlangsung  untuk .menjalankan
fungsinya sebagai arbiter/majelis arbiter, 1
kecuali dapat dibuktikan adanya itikad
tidak baik dari tindakan tersebul (Pasat 54 |
UUPPHI). |
" f. Permohonan Pembatalan |
Karena PPHI melalui _arbitraseé |

dilakukan berdasarkan kesepakatan para | |
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|3 kcpada MA  dalam

'pihal_i. _putusa'n ;irbilrase '
ke

Putusan arbitrase

diajukan  gugatan Pengadilan

Hubungan Industrial.
i . bersifat akhir dan tetap, kecuali dalam
| hal-hal

tertentu. dapat

'8 pcmbalalan ke Mahkarnah Agung

Salah satu plhak dapal

- mengajukan  permohonan pembata!an

wakty selambat-

Iambatnya 30 hari ]cerja' se_jak

_ dlteiapkannya putusan afbiter_;

__f Permohonan itu dépat

k- di.la:k.ukar'l.

pembatalan
putusan diduga

o)
diajukan

apabila
: méhgandungl' ' unSur-unsur:
-. yang
pemerlksaan setelah putusan dualuhkan
palsu. 2)
ditemukah dokumeh

ddkumen dalam
duakmz’dmyatakan
g putusan diambil
i yang  bersifat

disembunyikan

menentukan,

oleh pihak lawan,

" 3) putusan diambil dari tipu muslihat

~ yang dilakukan oleh salah satu plhak
dalam  pemeriksaan peréelisiha'ri.‘w
: putusan melampaui kekuasaan arbiter HI,
' dan '5) putusan bertentangan dehgan

_ peraturan perundang-undarngan (Pasal s2:

wrat (1) UUPPHI)
Patam hal permohonan dimaksud

© pembatalan baik  seturulnya/sebagian

| putusan arbitrase.

tidak dapat

diajukan :

su rav’ :

setelah_ :

yang |

4)
. $1 UUPPHI). -
. i 2. Konsiliasi-

an dalam waktu sclani_bat-lambalnya 30

- hari

permohonan pembatalan (Pasat 52 ayar (2 ' |

: dan Posal 53 UUPPHI).

.2 Pelaksanaan Pumsan

Putusan_arbitrase yang tetah dltelapkan

- oleh arbiter, selanjutnya dldaﬁ;arkan di

Pengadilan Hi di  wilayah arbiter

- menetapkan putusan. Dalam hal putusan : ff’

MA memutuskan permohonan pembatal- ||

kerja terhitung sejak menerima - (|

arbitrase tidak diiéksanakan oleh salah : f:
' satu plhak plhak yang dlrugtkan dapat d

: mengajukan pennohonan f' at eksekusi di

: mellpull tempat kt.dudukan pihak terhadap

siapa putusan itu dijalankan, agar putusan

dimaksud
selambat-lambatiya’ 30 hari
“tidak

deigan memeriksa:

Pengadllan HI yang daerah hukumnya" iy

diperintahkan untuk dijalankan. Perintah® [}
~diberikan dalam ‘waktu . :
kerja |
didaflarkan - pada |
Pariitera - Pengadilan Negeri - seternpat |

“alasan/ -

. pertimbangait dari putusan arbitrase (Pasaf -

_ Perselisihan

kepentingan,

" perselisihan PHK, atau perselisihan antar

- dikabulkan. MA’ menetapkan akibat dari®

5 dapat diselesaikan melalui konsiliasi atas - E

kesepakatan kedua belah plhak

dicatal pada instansi. ketenagakerjaan, | '




"a. Tugas dan Wewenang
UUPPHI
keterlibatan masyarakat dalam PPHI,

mengakomodasi

antara lain melalui pemberian kesempatan

 untuk menjadi konsiliator dalam PPHI

. melalui proses konsiliasi.

. apabila tidak - tercapai

Konsiliasi -

hubungan industrial adalah penyelesaian -
_ (Permengkertrans No. PER-1O/MEN/V/20035).

perselisihan  kepentingan, perselisihan

* PHK. atau perselisihan antar SP dalam _ - . |
" b. Proses Penyelesaian

salv ~ perusahaan, melalui musyawarah

yang ditengahi oleh konsiliator yang

netral (Pasat 1 butir 13 UUPPHI).

Konsiliator adalah pejabat yang :

memenuhi syarat-syarat

konsiliator yang ditetapkan oleh Menteri. -

- Konsiliator terdaftar  dan

| ketenagakerjaan.

{  Tugas konsiliator adalah melakukan

konsiliasi dan apabila tidak dapat

~ diselesaikan  secara  musyawarah,

w,

'~ 2) mengatur dan memimpin perundingan, "
3)
bersama. apabila tercapai

membantu  membuat

perjanjian
kesepakatan,
4) membuat anjusan secara tertulis,

kesepakatan -

penyelesaian, 5) membuat risalah PPHI, J-

6) membuat laporan hasil PPHI

Penyelesaian melalui konsiliasi -
pihak

mencacatkan  perselisihannya  kepada 3

dilaksanakan. ~ setelah  para

sebagai instansi-- ketenagakerjan setempat, dan * |

setelah  menerima  saran  pejabat ;

memiliki ' ketenagakerjaan setempat, para pihak :

legitimasi oleh Menteri/Pejabat instansi ii:sepakat

| melalui konsiliasi,

- b

Pemilihan konsiliator dilakukan  dari ||

daftar nama Kkonsiliator yang dipasang. I

i dan diumumkan pada kantor instansi

- memberikan anjuran tertulis kepada para .

" pihak yang berselisih
menyelesaikan perselisihan kepentingan,
perselisihan PHK, atau perselisihan antar

SP/SB dalam satu perusahaan (Pasal | budir
14 dun Paxal 19 ayet (3} UUPPHI).

dalam |

ketenagakerjaan setempat. Permintaan [§

penyelesaian melalui Konsiliator yang |

. dipilih oleh para pihak dilakukan dengan I

;kesgpgkatan tertulis.

Penyelesaian

- perselisihan melalui konsiliasi dilakukan - |

"oleh konsiliator yang terdaflar pada

Datam menjalankan tugasnya. konsiliator :

berkewajiban untuk: 1) memanggil para

?__pihak yang berselisih untuk  dapat

i

kantor instansi ketenagakerjaan -
Kabupaten/Kota (Pasal 17 dan 18 UUPPHI).

Setelah menerima  permintaan : ff

didengar  keterangan yang diperlukan, - penyelesaian perselisihan secara tertulis
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untuk memilih penyelesaian |



i" dari.para pihak, konsiiiator yang &ii’ﬁr’xju’k"% o

_dan disepakati oleh para pihak segera: 1) |

' mencatat dalam buku yang dibuat. khusus

[ untuk ity, 2)-melakukan penelitian berkas .

perselisihan termasuk risalah perundingan
I bipartit. -3} melakukan . sidang konsiliasi
| paling lambat tujuh hari kerja setelah
" menerima permintaan penyelesaian secara

tertulis. 4) memanggil para pihak secara

§ tertulis untuk menghadiri sidang dengan
- konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis

waktu panggilan

konsiliasi

t mempertimbangkan

! sehingga  ‘sidang dapat

. dilaksanakan selambat-lambatnya” tujuh

- hari kerja sejak 'menerlmg penyerahan f selambat-lambatnya 10 sepuluh hari kerja 1

|- penyelesaian perselisihan.

| Dalam melaksanakan Konsiliasi,
_ diupayakan  penyélesaian
secara musyawarah untuk mufakat.
© Apabila

chéﬁzikélan

konsiliasi  mencapai
membantu  membuat .F‘"B
: secara tertulis, yang ditandatangani oleh
' para plhak

dan disaksikan

pihak untuk mendaftarkan PB yang telah o0

ditandatangani. ke Pengadilan H1 pada PN -

setempat, untuk mcndapalkan akta bukti

pendaﬂaran

| jnsa kuasa hukum dalam sidang konsiliasi, ~gejg)
mhk}i' pihak yang menggunakan jasa kuasa dxtandatangam oleh para pihak dan : | f

hukum tersebut, harus tetap hadir.
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perselisihan kéhada para pihak.

difyatakan secara  tertulis.

* konsiliator sebagal saksi.

dengan - - mempertimbangkan

~ Apabila para pihak telah dipanggil - |

wakty - !

penyelesaian ternyata pihak -pemchon -

tidak hadir; maka konsiliator melaporkan -

kepada- instansi ketenagakerjaan

Kabupaten/Kota setempat ‘untuk dihapus

- dari buku perselisihan. -

mempertimbangkan

waktu -penyelesaian.

" Apabila para pihak telah dipanggil dengan

ternyata pihak termohon tidak hadir, maka .

- berdasarkan data vang ada. Demikian pula

untuk penvelesalan persehsuhan ‘yang tidak

rnencapax kesepakatan, dalam  waktu

mengeluarkan = anjuran secara

; se]ak eudang konsrlla5| pertama, konsmator

tertulis - §

Bagi pihak yang tidak menjawab’

anjuran secara’ tertulis dalam waktu 10

hari’ kérja sejak  anjuran  tertulis

bukii perselisihan bahwa perselisihan

dapat  diselesaikan

' dikeluarkan, dianggap menolak anjuran, : ||
| “oleh selanjutnya konsifiator mencatat dalam °
I konsiliator. Kemudian memberitahu’ para :

" melalui - §

konsiliasi, Anjuran yang disetujui yang '

“konsiliator

sama selambat-lambatnya 3 hari kerja_;

" anjuran disetujui,

14

| ' fmcmbantu pembuatan perjarulan ber_ :'
Bagi pihak yang menggunakan |

untuk




| Apabila ‘dalam mengeluarkan anjuran,

konsiliator mengambil pertimbangan dari

keterangan yang harus

menurut permintaan pemberi keterangan,
maka dalam anjuran Konsiliator cukup

- menyatakan  kesimpulan . berdasarkan
keterangan yang harus dirabasiakan dalam
dibuatkan

pertimbangannya.  Hasilnya

risalah penyelesaian
Konsiliator  menyelesaikan
dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari
sejak
penyelesaian

kerja  terhitung

permintaan perselisihan.
Semua hasil akhir konsiliasi

risalah penyelesaian perselisihan

| perselisihan.  (Pasaf 20 don 25 UUPPHL, jo.

Permenu-kertrans No. PER-TU/MEN/V/2005).
akhir
penyelesaian

Semua  hasil

di(_;uatkan risalah

perselisihan. (Pasal 20 dan 25 UUPPHI, Jo. |

Permena-kerirans No. PER-T/MENA 2088},

¢. Pemanggilan Saksi

Dalam menjalanakan tugas dan :
fungsinya, konsiliator dapat memanggil permintaan keterangan kepada: pejabat * |
saksi/saksi ahli untuk hadir dalam sidang :
konsiliasi dan mediasi guna diminta dan :

didengar keterangannya. Saksi/saksi ahli .

vang memenuhi  panggilan, berhak

menerima penggantian biaya perjalanan

dan akomodasi yang besarnya ditetapkan '

dengan Keputusan Menteri (Pasot 21
UUPPHI).

dirahasiakan °

perselisihan. .
tugasnya !

menerima

dibuatkan :

konsiliasi

Siapa saja yang diminia keterangannya
oleh Konsiliator, guna - penyelesaian
perselisihan hubungan industrial, wajib
memberikan  keterangan - termasuk - '
membukakan buku dan memperlihatkan ;
surat-surat  yang . diperlukan. \‘_’angE |
- dimaksudkan dengan membukakan buku
dan memperlihatkan sural-surat adalah,

antara lain buku tentang ubah, surat - {§
perintah lembur, yang dilakukan oleh

orang yang ditunjuk konsifiator. Dalam ;

hal keterangan yang diperiukan oleh ' [f
~ konsiliator terkait dengan seseorang . 1
yang .- karena jabatannyé menjagq l |

kerahasiaan, _ d.iternpuh . p'rosedurl
sebagaimana diatur dalam peraturan ; |
yang berlaku. - §

Konsitiator wajib merahasiakan semua

. perundang-undan gan

i keterangan  yang  diminta,  apabila ® |
 keterangan itu’ seharusnya dirahasiakan. : |
Oleh karena pada jabatan-jabatan tertentu
perundany-

berdasarkan  peraturan

undangan

dimaksud sebagai saksi ahli mengikuti - |
- prosedur  yang  ditentukan. - Contoh, |
. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971° |
Pokok

dalam  hat

tentang - Ketentuan-ketentuan

Kearsipan. Contoh lain,
. seseorang meminta keterangan tentang | |

 rekening milik -pihak lain -akan dilayani ' |

ioleh'pejabat bank apabila telah ada ijin .

menjaga kerahasiaannya, . {
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i - tuar

| dimaksud.

[ dari Bank Indonesia. atau dari pemilik yang

berkompeten  melaksanakan - |

| rekening yang bersangkutan (Pasar 22 UUPHI - ekseKusi (Pusat 23 ayar (1) dun (2) UUPPHI),

| — No. 10 Tuhun 1998).

UUPPHI  tidak
- saksi-
diberikan dibawah sumpah sebagaimana

mensyaﬁatkan

keterangan dalam 'konsilia51

{ dipersyaratkan terhadap saksi di dalal‘ﬂ:: '

proses arbitrase.

Pendaftaran PB dilakukan sebagai - |

. berikut;

~d. Penyelesaian Dengan Kesepakatan * .

Apabila  tercapai

' penyelesaian metalui konsiliasi,

disaksikan oleh konsiliator dan didafiar di

Pengadilan H1 di wilayah hukum pihak- . 3.

pihak PB
- mendapatkan  akta  bukii

PB di

mengadakan

: J l_’endaﬂarah Pengadilan

kesepakatan =
dibuat '

- PB yang ditandatangani oleh para pihak, .
. Ui

untuk °
pen_d'aﬁaran, :
HL !

5diber_ikan akta bukti - pendaftaran dan |

“ merupakan bagian yang tidak terpisal__ilgan
| dari PB. Apabila PB dimaksud tidak

dilaksanakan. pihak yang dirugikan dapat

“mengajukan permohonan  eksekusi

di

| Pengadilan HI di wilayah PB di daftar:

f untuk mendapat penetapan eksekusi. Bagi '

. pemohon eksekusi yang berdomisili di’

-wilayah- hukum Pengadilan
pemochon
- mengajukannya  melalui

| Hubungan Industrial di witayah domisiti

Hi
- dapat

- Pengadilan

1. -PB yang telah didaftar diberikan akta '
- bukti’
bagian yang tidak terpisahkan dari | [}
PB: N
. Apabila  PB tidak ° §
* dilaksanakan -oleh salah satu pihak, ;
- pihak  yang .
merfgajukan pérmohonan eksekusi di | |
' 'Pengadllan HI di witayah PB di dafiar I

pendaftaran dan  merupakan”. [f

- dimaksud

 dirugikan  dapat

htuk mendapat penetapan eksekusi:
Apabila

berdomisili ‘di luar wilayah hukum

pemohon eksekusi 5
_Pcngadiléh H! tempat pendaftaran PB. .
" pemohon eksekusi dapat mengajukan |
| pérﬁmohonan eksekusi 'rhélallui .
Pengadxlan HI d1 wulayah domisili
pemohon eksekus: untuk dlteruskan
ke Pengadilan HI yang berkompeten 3
"melaksanakan eksekusi {Pasal 23 ayut (3)
VUPPHI).

UUI5PHI tidak mengatur bentuk tertenty |

dari PB yang akan dibuat sebagai hasil ||

yang

musyawarah
kesepakatan. Dalam hal ini. dapat - §

Q_dlpedomanl bemuk nsalah perundlngan a

B pemohon, ‘untuk diteruskan kepada PN ;_Yﬂng d'““‘" dalam UUP PH]

!
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* sekurang-kurangnya memuat: |) nama

" Dalam membuat risalah ;jcftiﬁ_cl_ingar_x “tertulis  disetujui, - konsiliator

- selésai membantu para pihak membuat

* lengkap dan alamat para pihak. 2) tanggal .

| den tempat perundingan,

3) pokok

masalal/alasan perselisihan, 4) pendapat .

t ~para  pihak, 3)

~ perundingan, dan )

( tandatangan para pihak yang melakukan

tanggal serta
* perundingan (Pusal 6 UUPPHI).

e, ‘Anjuran Tertulis

Apabila
tidak  tercapai

penyelesaian  melalui
" konsiliasi
konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis,
. dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari

- kerja sejak sidang konsiliasi pertama.

kesimpulan/hasil -

PB didafar  di
Pengadilan HI di wilayah pihak-pihak
mengadakan PB. untuk mendapatkan akta

untuk  kemudian

bukti pendaftaran (Pasot 23 ayer () UUPPAI).
f. Pengajuan Gugatan

Anjuran tertulis yang ditolak oleh - |
salah satu pihak/para pihak.  dapat

dilanjutkan penyelesaian perselisihannya

- ke Pengadifan HI setempat. Penyelesaian |

kesepakatan,

sclanjutnya -+ dilaksanakan.

" pengajuan g'itﬁa;an oleh salah satu pihak. - I

.' dengari ditampiri risalah bukti perunding- . |

: an dan hasil konsiliasi (Pasal 24 UUPPHY).

Anjuran tertulis tersebut memuat: |

1) keterangan pekerja atau keterangan SP,

{ 2) keterangan pengusaha, 3) keterangan -

| saksi/saksi  ahli  (apabila  ada),

- pertimbangan  hukum dan  kesimpulan |

konsiliator, dan $) isi anjuran.

Para pihak sudah memberikan

4) ;

i
1

3, Mediasi

Penyelesaian perselisiian melalui -

mediasi  meliputi penyelesaian |
perselisihan: a) hak, b) kepentingan, ¢) |

PHK. dan d) perselisihan antar SP/SB |

"dalam satu ‘perusahaan. Penyelesaian

*mielalui  mediasi

" ja\&éban secara tertylis kepada konsiliator -

yang isinya menyetujui/menolak anjuran

10 hari kerja setelah menerima anjuran '

" tertulis. Pihak yang tidak memberikan |

pendapatnya dianggap menolak anjuran

tertulis. Daiam hal para pihak menyetujui

L di

dilakukan
yang ditengahi

dengani
musyawarah oleh

ssorang/para konsiliator yang netral (Pasar - |

| tertulis dalam waktu selambat-lambatnya : 1 butir 11 UUPPHI)

Yang dimaksud dengan mediator
adalah pegawai instansi pemerintah yang ' | 5'

bidang  ketenagakerjaan  yang . 3

' memenuhi syarat-syarat sebagai mediator

" anjuran tertulis. dalam waktu selambat- | yang ditetapkan oleh Menteri untuk |

I tambatnya tiga hari kerja sejak anjuran ' bertugas melakukan  mediasi  dan N

sudah . §

dengan - I
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mempunyai  kewajiban

anjuran tertulis kepada para pihak yang

untuk

yang
kewenangannya (Pasal I butir 12 UUPPHI).

berselisih menyelesaikan

perselisihan menjadi
a. Tugas dan Wewenang
Apabila tidak ada kesepakatan
kedua belah pihak untuk menyelesaikan
perselisihannya melalui
konsiliasi/arbitrase, sebelum diajukan ke
HI,
hak,

diselesaikan melalui

Pengadilan atau  khusus
dahulu
Hal

menghindari

perselisihan terlebih

mediasi. ini
dimaksudkan untuk

menumpuknya perkara PHI di pengadilan
(Pasal 4 ayat (4) UUPPHI).
Dalam menjalankan tugasnya,

mediator  berkewajiban  untuk:
memanggil para pihak yang berselisih
untuk dapat didengar kelerangan yang
diperlukan, 2) mengatur dan memimpin
3)

bersama,

mediasi, membantu  membuat

perjanjian apabila tercapai
kesepakatan. 4) membuat anjuran secara
tidak

kesepakatan penyelesaian, 5) membuat

tertulis. apabila tercapai
risalah PPHI. 6) membuat laporan hasil
PPHI.

Dalam menjalankan kewajiban-

nya. mediator mempunyai kewenangan :

untuk :
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memberikan -

untuk

1)

1) menganjurkan kepada ;Jara
pihak yang

merundingkan terlebih dahulu dengan

berselisih, untuk
itikad baik, 2) meminta keterangan,
dokumen, dan surat-surat yang berikaitan
dengan perselisihan, 3) mendatangkan -
- saksi atau saksi ahli dalam mediasi
:apabila diperlukan, 4) membuka buku
' dan meminta surat-surat yang diperlukan
t dari para pihak dan instansi atau lembaga
terkait, dan 5) menerima atau menolak
wakil para pihak berselisih apabila
ternyata tidak memiliki surat kuasa
(Kepmenakertrans No. KEP-92/MEN /VI/2004).

' b. Proses Penyelesaian

di-
pihak
kepada

Penyelesaian  melalui  mediasi

laksanakan setelah  para

mencatatkan  perselisihannya
instansi ketenagakerjaan setempat, karena
tidak

perselisihannya melalui arbitrase atau . |

sepakat untuk menyelesaikan

atau karena
hak.

' penyelesaian melalui mediasi menjadi

" konsiliasi, menyangkut '

perselisihan Dengan demikian, |
wajib. Penyelesaian perselisihan melalui
mediasi dilakukan oleh mediator yang
berada di

| ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

setiap  kantor instansi

Dalam waktu selambat-lambatnya

'tujuh  hari kerja setelah menerima .




[ petimpahan  PPHI, mediator  sidah

" mengadakan penelitian tentang duduknya
| perkara. Dalam waktu paling lama 30 hari |
sejak  menerima

| kerja pelimpahan |

|. perselisihan, -harus sudah menyelesaikan

" Augasnya (Pusel 10 dan 15 UUPPHY).
setelah menerima -
berkas

mengambil

Segera
' pelimﬁahan perselisihan.

langkah
berikut: - l)j

melakukan penelitian berkas perselisihan, |

. mediator

- penyelesaian  sebagai
2) melakukan sidang mediasi paling -
* lambat tijuh hari kerja setelah menerima
_ pelimpahan tugas untuk menyelesaikan.
perselisihan, 3) memahggil para pihakj
| - secara tertulis untuk menghadiri sidang -
“ dengan  mempertimbangkan  waktu-
panggilan sehingga sidang mediasi dapat
- dilaksanakan selambat-lambatnya tujuh-é
" hari kerja sejak :menerimé pelimpahan -
~tugas untuk menyelesaikan perselisiban,
" 4) melaksanakan sidang mediasi dengan
penyelesaian

mufakat,

mengupayakan s¢cara ;
5):

| mengeluarkan - anjuran secara tertulis

. musyawarah  untuk

- kepada para pihak apabila penyclcsaian_f
 tidak mencapai kesepakatan dalam waktu :
selambal<lambainya 10 hari kerja sejak -
- sidang mediasi pertama, 6) membantu °

| membuat perjanjian bersama (PB) secara !

itertulis apabila tercapai kesepakatan

penyelesaian. yang ditandatangani oleh - '
para pihak dan disaksikan oleh mediator, . '
7) memberitahu para pihak untuk

mendaftarkan  PB yané :
ditandatangani para pihak ke Pengadilan 11

_'telah :

'HI tempat dimana PB ditandatangani  §

akta

untuk bukti -

pendaftaran. dan 8) membuat risalah pada

mendapatkan

setiap PPHI.

| Apabila dalam proses mediasi ;
salah satu pihak atau para pihak ,
menggunakan jasa kuasa hukum, pihak

yang mengghnakan jasa kuasa hukum

~ tersehutsharus tetap hadir. Apabila para .

pihak telah dipanggil dengan memper-

timbangkan waktu penyelesaian ternyata

- pihak pemohen tidak hadir, permohonan

tersebut dihapus dari buku perselisihan,
Dalam hal para pihak telah !

dipanggi!

waktu.

dengan mempertimbangkan -
ternyata  pihak -
hadir.

anjuran

penyelesaian
tidak
mengeluarkan

termohon mediator
tertulis -
berdasarkan data yang ada.
Dalam menjalankan tugasnya, |
apabila  diperlukan, mediator dapat
melakukan koordinasi dengan pegawai - [|
pengawas ketenagakerjaan. 1

Untuk perselisihan yang diikuti " |

dengan ancaman pemogokan/penutupan . B

perusahaan, - instansi ketenagakerjaan ' |
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menerima

§ yang
| * pemogokan/ penutupan ‘perusahaan, atas

_.._ penunjukan kepala

|- ketenagakerjaan, ~ mediator

[ mempertemukan - para  pihak

|- hal  musyawarah

i* tercapai,  penyelesaian

dilanjutnya sebagai mana mestinya. -

| apabila ada. 4) pertimbangan hukum dan

| kesimpulan mediator. dan 3) isi anjuran.

" afjuran

yang ~ -harus  dirahasiakan  menurut

- permintaan pemberi  keterangan,

| anjuran  mediator cukup menyatakan

pemberttahuan’

instansi
segera.
. mengupayakan - penyelesaian den'gan 5
~untuk -
metakukan musyawarah agar tidak terjadi
pemogokan/penutupan perusahaan. D‘alam"_
untuk  mengheéntikan
: pémt)gokanfpenu-lupan perusahaan tidak -

perselisihan'
" Anjuran tertulis mediator ‘memuat: |)

keterangan pekerja/SP, - 2) kcte’ran'ga_n-*f'

pengusaha, 3) keterangan saksi/saksi ahty
Apabila - mediator dalam mengeluarkan
ada pertimbangan -keterangan °
dalam

~ kesimpulan berdasarkan keterangan yang

harus dirahasiakan -dalam-
:_ pertimbangannya.

| Apabila  para  pihak  tidak
| - menjawab -anjuran  secara - tertul‘is-.é

- dianggap menolak anjuran, -mediator
| mencatat dalam buku perselisihan bahwa .
i perselisihan “tidak dapet  diselesaikan

| metatui mediasi dan ‘melaporkan kepada

pejabat yang memberi penugasan, |} -
| - Apabila para pihak menyetujui
anjuran  dan - menyatakannya . secara
tertulis, mediator membantu pembuatan
PB - secaratertulis - selambat-lambatnya -
tiga hari kerja ' sejak -anjuran disetujui-
para pihak yang kemudian ditandatangani
oleh para ‘pihak dan mediator sebagai
saksi {Pdsaf 13 UUPPHI). .
¢.. Pemuanggilan Saksi
Mediator “dapat - memanggil - saksi/saksi

+ ghti"untuk: hadir dalam sidang mediasi

: guna --""-_’;*"-diminta . dan - " didengar
kd!?hn‘ﬁannya-: Siapa saja:yang diminta
: mediator

keterangannya - oleh: guna

penyelesaian PHI wajib memberikan

keterangan termasuk membukakan buku-

diperlukan, ‘antara fain buku ‘tentang

upah/surat perintah lembur. dan lain-lain

" mediator.

- Dalam- hal
yang dipériukan oleh mediator terkait
dengan seseorang yang karena jabatannya |
menjaga - kerahasiaan, -ditempuh - :
prosedur. - sebagaimana. diatur )
yang 1
itu, mediator wajib

peraturan  perundang-undarigan
berlaku.” Untuk
merahasiakan semua  keterangan yang: |

diminta. - :

20

dan -memperlihatkan surat-surat . yang |

yang dilakukan oleh orang yang ditunjuk  J|

keterangan- | -

dalarn. |-



{ " lambatnya  tiga  hari

Contoh, dalam hal se;;eoran_g _memintéf
| keterangan tentang rekening milik pihak :
lain, akan dilayani .oleh pejabat  bank
. apabila telah ada izin  dari - Bank .
~ Indonesiasdari  pemilik rekening yang
._ bersangkutan, - sesuai dengan ketentuan -
UU Nomor 0 Tahun 1998 tentang '

| _e. Anjuran Tertulis
| Perbankan (Pasal 11 dan 12 UUPPHI). :

': d. -Penyelesaian Dengan Kesepakatan

- . Apabila  penyelesaian - dengan

f_ kesepakatan dapatl tercapai atau anjuran

|- hukum pihak-pihak mengadakan PB, guna
| mendapatkan akta bukti pendaftaran. PB

kerja . sejak

persetujuan .~ disepakati, -

-membantu para pihak membuat PB.
Apabila - PB  dimaksud tidak :

ditaksanakan oleh salah satu pihak. pihak

[ yang dirugikan dapat  mengajukan

- permohonan eksekusi kepada Pengadilan : menyelesaikan ~ perselisihan  mereka. -

| - HI di wilayah PB didaftar untuk mendapat : Anjuran dimaksud
| penctapan eksekusi. Dalam hal pemohon

" eksekusi berdomisili di luar wilayah '

- hukum Pengadilan HI tempat pendaftaran

‘tugasnya dalam  wakiu -

- menerima

“saran yang diusulkan oleh

disampaikan kepada para pibak.

PB, 'pe_mohon eksekusi dapat mengajuRan

permohonan eksekusi melalui Pengadilan

. H1 di wilayah domisili pemohon eksekusi

untuk diteruskan ke Pengadilan HI yang

berkompeten melaksanakan. eksekusi
(Pasal 13 UUPPHY).

- Mediator - menyelesaikan

lambatnya 30 hari ketja’ terhitung sejak |

pelimpahan  penyelesdian

: ) o ) ) - perselisihan. - Dalam  waktu  selambat-

| mediator diterima dan . disepakati oleh ; - o N

) R ' lambatnya ““tujuh  hari  kerja  setelah

- kedua belah - pihak, dibuat PB yang® . P '
L ' e . menieritha*  pelimpahan
- ditandatangani .oleh. para pihak dan' . .

¥ ... .. : i perselisihan, ~ mediator
. disaksikan oleh mediator, untuk kemudian -

 didaftar di Pengadilan HI di wilayah : -
- segera mengadakan sidang mediasi (Peses

penyelesaian
méngadakan

penelitian tentang duduknya perkara dan

19 dan 1S UUPPIHIEY.

- Apabila di dalam penyelesaian melalui - §

: sudah diselesaikan datam. waktu sclambat—_ mediasi,

- penyelesaian  PHI, mediator menidak-

mediator - apintinga  dengan

mengeluarkan

.anjuran  tertulis. Yang dimaksud

dengan  anjuran  adalah pendapat/

kepada para pihak - dalam - upaya

- selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak
sidang mediasi pertama sudah -
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selambat-

tidak -tercapai : kesepakatan

mediator *

dalam ' waktu |




Para

f miemberikan jawaban secara - tertulis

- kepada mediator, yang isinya menyetujui -

atau menolak anjuran  dalam waktu
selambat-fambatnya 10 hari kerja setelah
| menerima anjuran. Bagi pihak yang tidak

i memberikan pendapatnya -atas _anjuran

':dim_aksud, dianggap menolak tertulis.

Datam hat para pihak menyetujui anjuran,

[ dalam waktu selambat-tambatnya tiga hari

j_f-' kerja sejak anjuran disetujui. mediator
. membantu para pihak membuat PB untuk
ke_mu_(_lian didattar di Pcn_gadilan HI di
. wilayah hukum pihak-pihak mengadakan

[ PB  untuk mendapatkan akta bukti | _
. menindak lanjuti temuan dalam -inspeksi-

pendafaran (Pasat 13 ayar (1) dan (2) UUPPHI).
f. Pengajuan Gugatan
Pihak- yang menolak anjuran

tertulis, selanjutnya. dapat mengajukan

gugatan perselisihannya ke Pengadilan HI -
'  kebenaran,  diambil langkah berupa :

| setempal (Pasal 14 UUPPHI).

4. Penetepan Oleh Pegawai Pengawas
Khusus mengenai perselisihan
. hak. sebelum adanya UUPPHI, prakiek
[ yang berlangsung selama ini, pegawai

| pengawas 1elah ‘berperan membanty

penyelesaiannya.  Hal itw  dilakukan -
" sejalan dengan salah satu tugas pegawai

i pengawas adalah mengawasi berlakunya

| peraturan perundang-undangan ketenaga-

- pihak’  selanjutnya -

)

Kerjaan' (pesil 1 aar (1) i a 0 No. 3 Taban ||

1951 jo. UU Tabhun 1948 No. 23).

tantutan hak normatif dari pekerja dapat
terjadi - karena: a) pengaduan . dari |
pekerja/SP, - b)
ketiga/keluarga, atau c) sebagai temuan -

pengaduan - pihak

hasil pemeriksaan Pegawai Pengawas - | '.

Ketenagakerjaan.

.+ Langkah :penyelesaian dilakukan - |

oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan

dengan -memanggil pengusaha atau |-

melakukan - pemeriksaan ke perusahaan

| unmg f.;.-mengccek_ -kebenaran. -atas . |
pengaduan- yang diterima, atau -untuk -

yang dilakukan terhadap perusahaan.
. Bila dari hasil pemeriksaan-

pegawai - . pengawas, - . lernyata

pengaduan/temuan- tersebut. mengandung - |

- tindakan pembinaan. dengan memberikan : fJ

nota pemeriksaan - kepada perusahaan, :

- sebagai peringatan agar - perusahaan B

segéra  melaksanakan kewajibannyai-.

membayar/memberikan  hak . normatif

pekerja. Apabila - tindakan pembinaan . | ;

terhadap pengusaha untuk meélaksanakan |

kewajiban normatifnya kepada -pekefja 3 .
tidak = diindahkan, pegawai pengawas ||

“kemudian menerbitkan penetapan hak '

22

Seperti  diketahui, - timbulnya - I




[ ‘dimaksud. untuk dilunasi/dipenuhi.
Sebetum adanya lembaga PPHL,
setelah  dikeluarkannya penetapan -oleh
‘pegawai pengawas, pekerja/SP/ahli waris
menuntut: haknya melalvi PN
P-4

pekerja,

setempat  atau  oleh  SP melalui

| Daecrah/Pusat.

Terhadap perusahaan yang tetap
| tidak melaksanakan peringatan  pegawai
pengawas, diambil tindakan represif non-
justista, yaitu tindakan penyelesaian di
‘luar lembaga - peradilan.  Tindakan itu
berupa perintah kepada  pengusaha untuk
membuat surat ‘pernyataan Kesanggupan-
_nja untuk membayar/memberikan hak-
hak yang
ditetapkan oleh pegawai pengawas.'dalam

normatif ~ pekerja telah
batas waktu yang ditentukan. Bila tetap
tidak dilaksanakan ofeh pengusaba, oleh
pegawai  pengawas  yang mempunyai

kewenangan scbagai  Penyidik  Pegawai
| Negeri Sipil (PPNS). dapat mengambil
tindakan represif pro-justisia, melakukan
penyidikan untuk diajukan ke pengadilan,
telah melakukan

karena  pengusaha

pétanggaran pidana terhadap ketentuan

hukum ketenagakerjaan,

Prosedur  seperti distas,  khusus
mengenai penyelesaian kecelakaan kerja
dan perhitungan upah lembur, telah diatur

tersendiri secara tegas dalam peraturan

perundang-undangan.
Dalam kasus kecelakaan kerja,
untuk

- pengusaha - berkewajiban

“metaporkan  setiap  kecelakaan yang
Iterjadi - dalam  tempat  kerja  yang |
dipimpinnya, kepada instansi
ketenagakerjaan. Kewajiban. melaporkan
kecelakaan kerja, berlaku  baik  bagi |
pengusaha yang (elah, maupun yang
- belum mengikutsenakan pekerjanya ke
. dalam program Jamsostek (UU No. 3
- Tahun 1992). Tata cara pelaporannya. - §
) pengusaha fi‘ielaporkan secara tertulis
setiap- kecelakaan yang terjadi dalam
waktu 2 x 24 jam terhitung sejak
- terjadinya _kecelakaan. Bagi pengusaha
" yang telah mengikutsertakan pekerjanya
- dalam Jamsostek, melaporkan kecelakaan
. kerja kepada instansi ketenagakerjaan dan
Badan Penyelenggara. Bagi pengusaha
yang belum mengikutsertakan pekerjanya
. daiam Jamsostek, melaporkan kecelakaan
- kepada instansi ketenagakerjaan setempat

(Pasal 11 avat (1) UU No | Tuhun 1970, Permenaker -
" No. Kep-05/Men/93 dan No, U3/MEN/98).

Apabila perbedaan -
pendapat  dalam

terjadi

penghitungan  JKK
~diantara pafa pihak peserta Jamsostek - §
!.'(Badan Penyelenggara/Pengusaha/tenaga |
- kerja), pegawai pengawas ketenagakerja-
_ an-menghitung kembali dan menetapkan ° |

- sesuai ketentuan undang-undang.
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*(2) PP No. 14 Tahun 1993, dan Permenaker No. Kep-
| 05/Mens93).

.upah lembur juga telah diatur tersendiri. -

Apabila terjadi perbedaan perhitungan - ' telah berlangsung upaya hukum semacam |
| ‘tentang besarnya upah  lembur, yang |
| ‘berwenang meneiapkan besarnya upah | Penelapan pegawai pengawas bersifat - |
lembur  adalah’ pegawai pengawas. | final, tidak perlu lagi ditempuh Jalan;_
‘pengawas !  perundingan (bipartit) dan penyelesaian | |

'. 'mehiinlé'penelépén ulang kepada pegawai - _
| pengawas  Provinsi. Untuk perbedaan - PEnggabungan  perselisihan,  seperti : §
PHK  yang  diikuti

| perhitungan upah lembur pada perusahaan ' perselisihan _
satu | | dengan . perselisihan  hak, . mediator

:-yang meliputi  lebih  dari
“kabupaten/kota,  yang  berwenang |
| i menetapkan besarnya upah lembur adalah | PEgaWai
“pegawai pengawas. Provinsi. Penetapan |
| pegawai pengawas Provinsi yang ditolak |  melakukan penyelidikan dan menetapkan
| “oleh salah satu pihak. dapat meminia = hak-hak normatif pekerja. seperti yangi

‘penctapan  ulang  kepada  pegawai sekarang ini telah berlangsung dalamf

| ‘pengawas pusat.

Penetapan  pegawai

| yang ditolak oleh salah satu pihak, dapat | ©lch penengah (mediator).
P Sefain  itu, apabila terdapat_.i

tldak sckedar berkoordinasi  dengan
pengawas, akan tetapi

| meminta - pegawai pengawas untuk

[ praktck
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[ Untuk penghitungan santunan kecelakaan ' Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan - |
i-kerja bagi yang bukan peserta Jamsostek. - tentang besarnya upah lembur -pada ‘|
| pegdawai pengawas meltakukan penetapan-é perusahaan yang meliputi lebih dari satu .|
| santunan kecelakaan kerjanya. Apabilzﬂj Provinsi. ‘yang berwenang menetapkan
y'penetapan pegawai pengawas ditolak oléh :;?-'be'samya upah lembur adalah pegawai
| ;_fpara - pihak  (Badan  Penyelenggara/ pengawas - pusat  (Kepmenakertrans No
| | Pengusaha/pekerja peserta - Jamsostek, | KEP.JOXMEN/ VI/2004) :
atau oleh Pengusaha/ pekerja, bagi yang Menurut _hemat penulis, ° |
bukan peserta  Jamsostek). penelap‘an" seyo;,yanya semua perselisihan  hak, . |
| ;bcfdnjlltl'lya dilakukan oleh Menteri (Pasal - penyelesaiannya ditakukan seperti kedua_.i_
| . 24 dyat (). (3) (9) UV No. 3 Tihun 1992, PSI 16 apor | ketentuan  diatas. .Setelah  adanya
. penetapat) - pegawai . pengawas, dapat . i
Mengcnal persclisihan hak atasllangsung di gugat ke Pengadilan HI,
“karena pada tingkat pegawai pengawas _ |

- banding.  Dengan  demikian, setelah |




" Dengan  demikian  kedudukan | cepat dan biaya ringan, dapat tercapai.
pegawai perigawas dalam * perselisiban:  ~*_Alasan tain dari pandangan diatas,
é-.-hak. tidak sebatas sebagai saksi ahli saja, : berdasarkan data, perselisihan hak adalah B
? akan tetapi merupakan lembaga yang perselisihan yang paling banyak terjadi.
| | berwenang menyelesaikan perselisihan Selain  itu, selama  penyelesaian ;
f ;_ha’k diluar pengadilan. ' : perselisihan hak. biasanya hub'ungari

- Bentuk penyelesaian seperti diatas, kerja masih tetap berlangsung, sehingga - |
| dalam prakiek sclama ini telah lama dengan cara yang demikian, ketenangan -
;berléﬁgsuhg. Apabila hal ini ditempuh, industrial dapat tetap terpelihara®****** '
: maka asas  bahwa :periyélesaian - '

| perselisihan harus dilakukan secara adil. ' Selamat membaca.

Drs. Sysufii Syamsuddin, SM, MH
Mantan Dirjen Binawas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
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Oleh : Prof Dr, Payatan J. Simanjuntak, APUY

o Hukum . dan peraturan -
ketenagakerjaan  di Indonesia dapat
[ dikelompokkan ke. dalam 3. golongan
yaztu _ _.
a Ketentuan yang dlnyatakan dalam |
! Undang-Undang  Dasar  Republik

Indonesia. |
. Ratifikasi

Internasional.

Konvensi-Konvensi -

. Berbagai

Undang-undang  dan

[ Peraturan.

Republik Indonesia memuat bebcrapa?
- pasal yang mempunyai kaitan Iangsungé
dan tidak langsung dengan administrasi-é
kelenagakerjaanh dan perumusan kebijakan .
. ketenagakerjaan seperti : -
| a. Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan |
! bahwa : Tiap-tiap warga negara:_
berhak  atas I
penghidupan  yang layak  bagi

pekerjaan  dan ;

kemanusiaan:

. Pasal 28A sampai 28) mengenai hak -
asasi manusia; ;
Pasal 31 mengenai pendidikan; :

d. Pasal 34 mengenai jaminan sosial. !

Undang-Undang Dasar (UUD) :

Hingga akhir '.___tahup”'__2_00'5,_"

Indonesia telah meratifikasi 17 Konvensi

ILO, termasuk 8 Konvensi Dasar dan 2 '

' . Konvensi Prioritas. Konvensi ILO ygng\_;_

tuJ uhbelas itu adaiah

a. Konvensi No. 87 tahun 1948 lentang. L.

Kebebasan Berserikat dan
Perlind_:ungan Hak untuk
- - Peforganisasi:

. Konvensi No.98 tahun 1949 tentang

Bersama,
¢. Konvensi No.29 tahun 1930 tentang

Larangan kerja Paksa;

. Konvensi No.[05 tahun 1957 tentang

Penghapusan Kerja Paksa;

Konvensi No. 138 tahun 1973 tentang

Usia Minimum untuk Bekerja;

. Konvensi No. 182 tahun 1999 tentang-?
Larangan dan Tindakan Segera |

Menghilangkan Bentuk Terburuk |

Mempekerjakan Anak;
-8 Konvensi No.100 tahun 1951 tentang

Remunerasi yang sama bagi Pekerja - §
Laki-taki dan Perempuan atas
Pekerjaan yang Sama Nilainya; |

~ Hak Berorgamsam dan li’oe:rundmgf E



Larangan Diskriminasi

Pekerjaan dan Jabatan.
Pengawasan Ketenagakerjaan;
Konsultasi Tripartit:

Periakuan yang Sama terhadap

|. Konvensi No. 27 tahun 1929 tentang '

_ Berat yang Dikirim melalui Kapal;

. m, Konvensi No. 45 tahun 1935 tentang £
Mempekerjakan  Perempuan  dalam

:; n. Konvensi No. 69 tahun 1946 te'ntangé_

o. Konvensi No. 88 tahun 1948 tentang !
Pelayanan Pe'némpatan Kerja; e
p. Konvensi No. 106 tahun 1953 tentang '
fstirahat Mingguan di Perdagangan
dan Perkantoran; Konvensi No. 120 j.
1964

Perusahaan di

~ tahun tentang  Higiene

Perdagangan dan

~ pemerintah kolonial Belanda.

8

. Konvensi No. 114 tahun 1958 tentang
dalam : Indonesia yang penting adalah berturut- - 1

| turut
|\ Konvensi No. 81 tahun 1947 tentang . a.
i Konvensi No. 144 tahun 1976 tentang b,
k. Konvensi No. 19 tahun 1923 tentang  c.
- Kewajiban Laporan Perusahaan;

Pekerja Nasional dan Asing; “d.

Pemberian Tanda Berat atas Kemasan  e.

Semua Bentuk Kerja Tambang; 8

Sertifikasi Tukang Masak diKapal; b

UU No.
. Ketenagakerjaan, _
UU . No2 tahun 2004 -tentang:

Perkantoran. k.
Disamping peraturan perundang-
- undangan yang  diterbitkan

. setelah - Di bawah ini diuraikan lebih lanjut |
kemerdekaan. Indonesia masih tetap ' beberapa pasal dari Undang-Undang' _
{ - menggunakan beberapa Ordonansi produk | Dasar, kedelapan Konvensi Dasar ILO, %

| @dan tiga dati Undang-undang terbaru -

" Diantara peraturan perundangan |

UU No. 3 tahun 1951 tentang :[|
Pengawasan Ketenagakerjaan; . |
Uu No. 1 1970
Keselamatan Kerja:

Uu No. 7

tahun tentang I

tahun 1981 tentang |
Peraturan Pemerintah No. 8 tal'umj
1981 tentang Perlindungan Upah; -
UU No. 3 tahun 1992 tentang "
Jaminan Sosial Pekerja: i B
UU No. 11 tahun 1992 tentang ‘ §
Program. Pensiun;
UU No. 2! tahun 2000 tentang g
Serikat Pekerja; | |
13 tahun- 2003 tentang ! |

Penyelesaian Perselisihan Hubungan -
Industrial:

UU No. 30 tahun 2004 tentang .||
Penempatan  dan-  Perlindungan i §f
Tenagakerja di Luar Negeri; | ..
UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem ' |

Jaminan Sosial Nasional,

INEG kUM voli$ Tifih W Sbok



terbaru yaitu UU No. 21 tahun 2000, UU d.  Pasal 28B ayat (2)

¢ No. 13 tahun 2003, dan No. 2 tahun 2004, -

1. Kententuan Undang-Uadang

Dasar _
Mukadimah . atau  Pembukaan
memuat  landasan  Pancasila.

| uvuD
" Terutama tiga diantara 5 Sila tersebut
mempunyai  keterkaitan ~ erat  dengan
' administrasi ketenagakerfjaan yaitu

:: kemanusiaan yang adil dan- beradab,l-
kerakyatan. yang dipimpin oleh hikmat_f

i kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ .

perwakilan. serta mewujudkan keadilan

~ sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
beberapa pasal UUD
' tersebut dikutip di bawah ini.

a.. Pasal 27-ayat (2) :
Tiap-tiap warga negara. berhak atasi-
yang

Disamping -itu.

pekerjaan - dan  penghidupan
layak bagi kemanusiaan,
| b Pasai2s

Kemerdekaan berserikat dan
- berkumpul.  mengeluarkan  pikiran |
dengan lisan. dan tulisan dan°

-sebagainya ditetapkan dengan undang- |
' undang

i ¢ Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta :

‘berhak mempertahankan hidup dan =

kehidupannya.

INFO HUKUM Vo3 Tatun ¥, 7008

- Setiap anak berhak atas kelangsungan

. 'Pasal 28C ayat (1)

 dari ilmu pengetahuan dan tekiiologi, | §
I_(__'l_j@i]ifés hidup dan demi kesejahteraan- -

| Pasal 28C ayat (2)

. Pasal 28D ayat (1)

. Pasal 28D ayat (2)

. serta

28

hidup. umbuh dan berkembang serta |
berhak -

kekerasan dan diskriminasi..

atas' . perlindungan  dari ||

Setiap orang berhak mengembangkan

diri melalyi pemenuhan  kebutuhan
- berhak

pendidikan dan memperoleh manfaat

dasarnya,

mendapatkan N’

seni dan budaya, demi meningkatkan :

umat manusia.

Setiap orang berhak untu'k..rln.emaju- : B

kan dirinya dalam mémperjuangkan N

ha_knya secara kol_ektif untuk :

membangun masyarakat. bangsél. dan '

negaranya.

Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan. perlindungan dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang ‘B

sama di hadapan hukum.

Setiap orang berhak untuk. bekerja " {f'

mendapat ~ imbalan - dan

perlakukan yang adit dan layak dalam ||

hubungan kerja.




Pasal 28E ayat (3) 77 pahwa semua  negara énggbta ILO
Setiap orang berhak atas kebebasan . mempunyai kewajiban untuk memajukan
berserikat. berkurmpul, = dan : dan merealisasikan, dengan itikad baik "}
mengeluarkan pendapat. . _ dan sesuai dengan Konstitusi 1LO, prinsip
Pasal 28H ayat (3) - ~hak dasar pekerja, yaitu : )

Setiap orang berhak atas jaminan a. Kebebasan berserikat dan pengakuan

sosial yang memungkinkan - hak pekerja secara etekuf untuk

- pengembangan dirinya secara utuh - berunding  bersama sebagaimana

‘sebagai manusia yang bermartabat. - dinyatakan dalam Konvensi No.87

Pasal 281 ayat (3) " tahun 1948 danNo.Y¥ tabun TH¥%;
Setiap orang berhak bebas dari ' b. Penghapusan segala. bentuk kerja .
pertakuan yang bersifat diskriminatif . paksa, sebagaimana dinyatakan dalam
atas dasar apapun dan berhak Konveﬁsi No0.29 tahun 1930 dan
mendapat  periindungan  terhadap No.T05 tahun 1957;

perlakuan yang bersifat diskriminatif '¢. Penghapusan pekerja anak secara

it - efektif, sebagaimana  dinyatakan |

Pasal 31 ayat (1) _ _ dalam Konvensi No. 138 tahun 1973 ; |
Setiap warga negara  berhak ' dan No. 182 tahun 1999; dan )

mendapatkan pendidikan. - *d. Penghapusan diskriminasi dalam

. Pasal 34 ayat (2) * pekerjaan dan jabatan sebagaimana - '

Negara  mengembangkan  sistem - dinyatakan dalam Konvensi No.100
jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan  tahun 1957 dan No. 111 tabun 1958.

memberdayakan mabyarakat yang

lemah dan tidak mampu sesuai dengan | Kedeiapan Konven51 Dasar 1LO tersebut g £
martabat kemanusiaan. ;telah diratifikasi Indonesia dan dengan
demikian telah menjadi bagian dari | |

Konvensi Dasar ILO peraturan perundangan dasar Indonesia di
Untuk mewujudkan Deklarasi  1LO - bidang ketenagakerjaan.

bulan Juni 1998 tentang Prinsip dan ' Konvensi No. 87 tahun 1948 tentang‘: '
Hak Dasar dalam Pekerjaan dan | Kebebasan Berserikat dan Perlindungan
Tindak Lanjutnya, juga disepakati : Ber_'org.ﬁnisasidiratiﬁkaéi dengan Keppres |
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beberapa ketentuan. antara lain:

a. Pekerja dan pengusaha mempunyai
hak untuk mendirikan atau menjadi

anggota organisasi atas pilihan sendiri .

tanpa paksaan atau arahan sebelumnya
dari siapa pun; |

b. Pekerja dan pengusaha mempunyai

hak menyusun anggaran dasar dan .

rumah tangga organisasinya masing- .

masing,

secara bebas,

kegiatan-kegiatannya, dan 'menyusun -

program kerjanya:

l ¢ Penguasa atau pemerintah tidak boleh -
melakukan intertensi dalam bentuk .

‘apapun yang dapat membatasi hak dan |

kegiatan organisasi ini.

No. 98 tahun

i lehlaligl-{ak Bcrorganis}aSi dan Berunding

Konvensi 1949

. Bersama diratifikasi melalui Ul No. 18-

tahun  1956. Para  pekerja  harus

memperoleh perlindungan yang cukup

- atas tindakan anti serikat pekerja dan atas -

diskriminasi dalam pekerjaan ~mereka.

Pertindungan harus diberikan terutama -

i terhadap tindakan yang dilakukan dalam
. bentuk:

I (1) Membatasi  atau melarang pékérja_

INFO Mo VoS i 908

No. 83 tahun 1998. Konvensi ini memuat ' (2) Memberhentikan

memilih ~ wakil-wakilnya -

mengorganisasikan

- mengizinkan

untuk menjudi anggota serikat pekerja: -

karena’

pekerja
© mengikuti'  serikat  pekerja  atay |
berpartisipasi dalam kegiatan serikat ’
pekerja. ' o
Para pekerja dan pengusaha harus
memperoleh perlindungan atas tindakan
yang satu terhadap yang lain atau atas I
tindakan organisasi yang satu terhadap
yang baik

pembentukannya  maupun

lain, dalam  hal
“dalam -
menjalatkan fungsi dan kegiatarinya,

Kondisi nasional harus diciptakan untuk

- mendorong perundingan antara organisasi

pekerja dan pengusaha secara sukarela.
terutama untuk merumuskan perjanjian
kerja bersama. '

1930

Konvensi No. 29 tahun

tentang Larangan Kerja Paksa diratifikasi -

sejak pemerintah kolonial Befanda tahun - |
1933. Setiap kerja atau” pelayanan yang
diminta dari seseorang tidak boleh karena

- dipaksa " atau sebagai hukuman. akan

tetapi harus' dilakukan secara sukarela. [f

Penguasa yang berwenang tidak boleh ||

kerja  paksa  untuk
keuntungan perorangan. perisakdan' dtay’ |

organisasi swasta apapun.

~ Konvensi No. 105 wahun 1957 tentang - §

Penghapusan Kerja Paksa diratifikasi
melalui UU No. 19 tahun 1999,

30



Konvensi

3 pemerintah~ untuk. melakukan tindakan

menghapuskan semua bentuk kerja paksa,

antara-lain bila difakukan :
a.” Scbagai -atat tekanan politik atau
hukuman

pendidikan - atau

ketertiban politik atau mengeluarkan

- pernyataan politik atau ideologi yang -

bertentangan terhadap politik atau ' -

sistem sosial ckonomi yangada:

Sebagai . cara - memobilisasi - dan
menggunakan  pekerja -dengan  atau
atas nama pembangunan ekonomis;

c. Sebagai alat mendisiplinkan pekerja;

. pekerja dalam pemogokan:

Schagai alat diskriminasi berdasarkan
- perbedaan.  suku,  status  sosial
kebangsaan dan agama.

Konvensi No. - 138 * tahun

| diratifikasi melalui UU No. 20 tahun

1999, Konvensi ini menyatakan antara: -

lain bahwa ;
a. Setiap negara harus mengupayakan

dan merumuskan: kebijakan - hasional

yang menjamin penghapusan pekerja

. anak . secara. efektif, dan

progresif meningkatkan batas usia -
ker}a\tidak kurang dari usia anak

menyelesaikan sekolah wajib, dan

ini meminta semua

atas .

Sebagai hukuman - atas partisipasi .

1973 °

tentang. Usia Minimum: untuk - Bekerja -

secara -

3l

" ata tidak kurang dari 15 tabun: [}

~Usia ‘minimum untuk bekenja di

merusak keschatan,.keselamatan -dan

~atau’ moral orang usia ‘muda, fidak
boleh kurang dari 18 tahun; -

¢. Larangan usia minimum di atas tidak

- berlaku dalam melakukan pekerjaan' -

sebagai bagian terpadu dari :

(1) program pendidikan atau

pelatiran dalam dan oleh lembaga

©untuk it

(2) Program: pelatihan di tempat kerja -

* atas.izin instansi yang berwenang; : I

(3) program bimbingan-atau orientasi .

yang disusun memfasilitasi untuk

‘memilih pekerjaan atauipelatihan.

UU No. 20 tahun 1999 tentang

Ratifikasi Konvensi No. (38 tersebut

secara ‘eksplisit menyatakan bahwa usia : I

tahun.

Konvensi No.. 182 tahun 1999
tentang Larangun dan Tindakan Segera
untuk Bentuk: - Kerja
Terburuk - )
diratifikasi melalui UU No. | tahun 2000, .
Konvensi- ini antara lain -menyatakané
bahwa :

'a Setiap ~negara. harus - mengambil

Penghapusan

dan ‘Tindak - Lanjutnya

- tindakan - segera . dan efektif untuk:

tempat-tempat. berbahaya yang dapat _ [f

kerja mi'nimum di Indonesia adalah 15 1
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' menjxim_in : pelar'ahg'ah o

penghapusan segala bentuk terburuk

dalam mempekerjakan anak di bawah -

- 18 1ahun sebagai hal yang mendesak:
| b. Bentuk terburuk mempekerjakan anak
mencakup antara fain :

(1)

- yang - . serupa . dengan itu,

perdagangan anak. atau kerja

paksa;
Melibatkan

prostitusi. melakukan atau untuk

2) anak dalam
- produksi film pornografi;
(3)
memproduksi atau
-memperdagangkan
- barang dan obat terlarang:
(4) Pekerjaan  yang dapat
membahayakan
keselamatan, dan moral anak.
1951

Konvensi No. 100 tahun

i temang Remunerasi yang sama untuk -

_ Pekerja lLaki-laki dan Perempuan atas

; | Pekerjaan yang Sama Nilainya diratifikasi
i melalui UU No. 80 tahun 1957,
" istilah

Datam - hal ini

| mencakup gaji-pokok. atau upah atau gaji

~ minimum. dan semua tunjangan yang -

[ diberikan pengusaha secara langsung. atau

tidak langsung, dalam. bentuk tunai atau

dan -

Semua beniuk -perbudakan atau -

-Melibatkan anak dalam kegiatan

barang- .
: pernerintah

- . kesehatan,

- membatasi

3. Undang-undang No. - 2I

remunerasi -

barang kepada pekerja sebagai imbalan

atas jasa kerja yang  diberikannya.
Ketentuan ini dapat dilaksanakan antara
lain menerbitkan

dengan peraturan

perundangan nasional. mekanisme resmi*

“untuk penetapan upah, dan atau melatui

perjanjian bersama.
Konvenst: No. (11 tahun

tentang Larangan Diskriminasi dalam

- Pekerjaan dan Jabatan diratifikasi dengan

UU No..21 tahun 1999. Dalam hal ini

" istilah '.‘:pekerjaan_ dan - jabatan. juga
- mentakup . akses untuk - -mengikuti

pelatihan, akses wuntuk . memperoleh Il

" pekerjaan dan menduduki jabatan, serta

menyangkul syarat-syarat kerja. Setiap
_-harus menghapuskan
perbedaan, pengecualian atau. preferensi

yang dibuat berdasarkan perbedaan suku,

~warna kulit, jenis kelamin, agama, aliran

:polit'ik -atau- asal usul, yang berdampak

atau menimbulkan
ketidakadilan memperoleh kesempatan
atau perlakukan dalam pekerjaan atau
jabatan.

Tahun

- 2000

- Hak untuk menjadi anggota atay .

mendirikan suatu organisasi merupakan

hak  dasar setiap pekerja yang dijamin

: dalam pasal 28 UUD.

kh

T |



Hak dasar ini juga merupakan ‘tema
“sentral dari Konstitusi ILO dan berbagai
Konvensi 11O lainnya.

_ 2000 tentang Serikat  Pekerja  sangat
" monumental dalam ~pergerakan serikat
pekerja di Indonesia karena Undang-
undang tersebut memuat ketentuan dasar
UUD dan Konstitusi 1LO dan Ketentuan
dasar dari Konvensi I.L() yang sangal
penting yaitu Konvensi No. 87 tahun 1948
dan No. 98 tahun 1949,

UU  No. 21 2000

3 menvatakan bahwa satu serikat pekerja di

tahun

satu perusahaan dapat didirikan oleh
paling sedikit 10 orang pekerja di
perusahaan dimaksud. Serikat pekerja
| dapat dibentuk berdasarkan sektor atau
| bidang usaha. jenis jabatan atau kategori
Kebebasan juga

memungkinkan pembentukan lebih dari

lain. berserikat
satu serikat pekerja di suatu perusahaan.
_ Setiap serikat pekerja dapat disusun dalam
struktur hierarkhis. mulai dari tingkat
perusahaan ke tingkat kabupaten/kota. ke
tingkat  provinsi  hingga
nasional. Oleh paling sedikit 5 serikat
| pekerja seperti dapat membentuk federasi
scrikat  pekerja. Konfederasi serikat
pekerja dapat dibentuk oleh paling sedikit

3 federasi serikat pekerja.

Undang-undang No. 21 - tahun

ke tingkat

o

Setiap serikat pekerja. federasi atau
konfederasi -serikat pekerja, - harus
mempunyai anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga. Semua serikat peketja;
federasi dan konfederasi serikat pekerja -
harus mencatatkan diri ke kantor _étau
dinas tenagakerja -setempat. Pencatatan
ini penting bukan hanya sebagai buki
keberadaannya. supaya dapat diterima
pengusaha secara .tbrmél,- akan tetapi juga
untuk membangun atau melengkapi pusat
informasi ‘mengenai  perkembangan
serikat pek_:'crja,-\yaﬂg pasti dibutuhkan
dan seftap saat dapat digunakan oleh -
mitranya di -masyarakat. Serikat pekerja
yang secara resmi telah tercatat di kantor
dinas tenagakerja, mempunyai hak untuk .:
berunding. dengan pengusaha |
merumuskan perjanjian kerja bersama :
(PKB) dengan -catatan bahwa serikaté
pekerja tersebut telah memiliki anggota
lebih dari 50% dari seluruh pekerja.
Pengurus serikat pekerja juga berfungsi -
mewakili-anggotanya di BKS Bipartit dan -

lembaga-lembaga lainnya.
/ _ .
4. Undang-undang No.13 Tabun 2003

13

Ketenagakerjaan

-Undang-undang No. tahun * §
2003

mempunyai cakupan yang sangat luas.

tentang
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| Ordonansi dan 7 Undang-undang lama

yang  dicabut  bersamaan  dengan
pemberlakuan UU No. 13 ahun 2003 ini.

Keenam Ordonansi yang dicabut adalah

| - mengenai :

- a. Pengerahan' pekerja Indonesia untuk .

bekeria di lvar Indonesia;
b.' Pembatasan pekerja anak dan kerja
malam bagi perempuan:
c. -Pekerja anak dan orang muda di kapal
- Jaut;

dikerahkan dari luar Indonesia.

. Pembatasan pékerja anak-anak.

Ketujuh  Undang-undang yang
dicabut adaiah : - _
a. UU No. 1 tahun 1951 tentang Syarat

Kerja;

é'b'.'UU No. 21:tahun 1954 tentang

Perjanjian Kerja Bersama;
¢. UU No. 3 tahun 1958 tentang
Penempatan Tenagakerja Asing;

§ d. UU No. 8 tabun 1961 tentang Wajib

Kerja Sarjana; -

e, UU No.7 tahun 1963 tentang

- Pencegahan Pemogokan/Lock-out di
Perusahaan dan Jawatan yang Vital;

f. UU No.l4 tahun [969 tentang

Ketentuan  Pokok .mengenai tenaga

kerja:

Undang-uﬁdang ini memuat isi dari 6 gUU No.25 tahun

tenagakerja yang -

“i997

" Ketenagakerjaan.

Pembangunan. - ketenagakerjaan

dilakukan - secara - - terpadu dan

tentang _ [|

terkoordinasi dalam kerangka

pembangunan manusia

_pembangunan. Indonesia  merupakan  J§

indonesia : |

seutuhnya:dan :pembangunan masyarakat

seluruhnya untuk meningkatkan martabat, [f

harkat dan harga diri tenagakerja dan |

seluruh masyarakat.

Pembangunan  ketenagakerjaan g

mempunyai

banyak dimensi. ' |
- Pembangunan  ketenagakerjaan  saling d |
~ terkait dengan pengusaha, pekerja, serikat'%

pekerja, pemerintah . dan masyarakat.

Oleh  sebab- - it .pembang_una__n.

ketenagakerjaan harus 'dise_le_nggarakan

atas asas keterpaduan melalui kerjasama -

lintas sektoral, baik di tingkat nasional

maupun di  tingkat ‘provinsi ~ dan |

kabupaten/kota.
ketenagakerjaan beértujuan untuk ;

a. Memberdayakan dan membudayakan . f
‘tenagakerja  secara - optimal dah |

manusiawi;

kerja dan penyediaan _tenagakerja? |
kebutuhan

sesuai dengan
pembangunan nasional dan daerah;

.34

yang saling _méndukhng baik dalam . |
koordinasi fungsional maupun koordinasi . |

" Pembangunan : |

~b. . Mewujudkan pemerataan kesempatan




I pekerja‘buruh

¢.  Memberikan perlindungan kepada
téenagakerja  dalam mewujudkan
kesejahteraan: dan

. Meningkatkan kesejahteraan

tenagakerja dan keluarganya.

b. Kesempatan dan Perlakuan Sama
Bab I UU No. 13 tahun 2003

' terdiri dari hanya dua pasal yaitu Pasal § -

dan Pasal 6. yang menyatakan : Setiap

sama  tanpa  diskriminasi

memperoleh  pekerjaan. - Setiap
berhak

perlakuan yang sama tanpa diskriminasi

memperoleh

dari  pengusaha. Artinya,

hak

kesempatan yang sama untuk memperoleh

lenagakerja  mempunyai
pekerjaan dan penghidupan yang layak
sesuai dengan minat dan kemampuannya.
Untuk

memberikan

itu, setiap - pengusaha

kesempatan  yang  sama

~ kepada semua pencari  kerja dalam

penetimaan pegawai. Demikian juga

yang sama terhadap semua pekerja dalam
hal penugasan, promosi, pemberian upah,

pemberian penghargaan, dan pemberian

tindakan disiplin, sesuai dengan kriteria -

.' yang telah ditetapkan teriebih dahulu.

33

untuk

dan :

: dimaksudkan

harus

- seluas-luasnya,

* meningkatkan
. tenagakerja

“Sesuai dengan Konvensi 1LO No. 111§

tahun 1958, yang telah diratifikasi dengan |
Undang-undang No. 21 tahun 1999, tidak ' §
boieh dilakukan - diskriminasi .. dalam - §
dan perlakuan

penerimaan terhadap

- pekerja berdasarkan ras. warna kulit.

jenis kelamin, agama,. aliran politik. dan
suku. Ketentuan ini termasuk salah satu

hak dasar pekerja.

"¢. Perencapaan, Tenagakerja dan
tenagakerja memiliki kesempatan yang . ' -

Informasi Ketenagakerjaan

Pemerintah  berfungsi menyusun -

- perencanaan tenagakerja sebagai dasar -
" dan acuan penyusunan Kebijakan, strategi - |

* dan pelaksanaan pembangunan ketenaga-
setiap -

kérjaan, baik perencanaan tenagakérja

makre maupun perencanaan tenagakerja

- mikro. Perencanaan tenagakerja makro

untuk menjamin

pendayagunaan tenaga-tenaga  secara

optimal dan produktif dalam mendukung ||

pertumbuhan e¢konomi dan sosial serta : |

membuka kesempatan kerja produktif |

baik secara nasional [}

pengusaha harus memberikan perlakuan" - maupun di seluruh daerah. Perencanaan

. tenagakerja mikro dimaksudkan untuk

pendayagunaan - [}

secara  optimal  guna’
peningkatan kinerja A{ produktivitas

perusahaan, instansi atau unit yang

) be_rsasrigkutan.
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[ Untuk  penyusunan rencana tenagakerja

| tersebut diperlukan informasi

ketenagakerjaan meliputi- penduduk dan
tenagakerja. kesempatan kerja, pelatihan

a kerja. produktivitas tenagakerja,

hubungan industrial. kondisi lingkungan

Il kerja. pengupaban dan  kesejahteraan

- tenagaketja, serta  jaminan  sosial

tenagakerja. Informasi ketenagakerjaan

tersebut dihimpun dari semua instansi

_yang terkait, baik instansi pemerintah

B maupun swasta, |.embaga pendidikan dan

lembaga  latihan misalnya  perlu
| ~memberikan informasi mengenai jumlah
- dan kualitas lulusan serta jumlah putus
sekolah. PeruSéhaanéperusahaan perlu
| memberikan ‘informasi mengenai
lowongan kerja., kebutuhan latihan, upah,

kecelakaan kerja. dan lain-lain.

d. Pelatihan Kerja

Peiatihan  kerja  dimaksudkan

untuk  membekali dan meningkatkan

kemampuan, kompetensi dan

produktivitas pekerja. Pelatihan kerja
' dapat diselenggarakan oleh Pemerintah,
lLembaga Pelatihan Swasta. dan -oleh
Perusahaan di tempat kerja, dengan
~ memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan

dunia usaha di dalam dan di luar negeri.

i
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- Program pelatihan harus mengacu kepada

- standar kompetensi dan dapat dilakukan |
secara berjenjang mulai dari tingkat

_ dasar, tingkat terampil dan tingkat ahli.
Lembaga pelatihan kerja' swasta
wajib memperoleh izin dari instansi yang
di
kabupaten/kota.

bertanggungjawab bidang
di

- Lémbaga pelatihan kerja oleh instansi

ketenagakerjaan

- Pemerintah, mendaftarkan kegiatannya -

pada

; pclatihén_' kerja swasta perlu memperoleh

instansi. dimaksud. Lembaga

~akreditasi dari Lembaga Akreditasi.
: Peﬁéakuan kompetensi kerja bagi lulusan
. program pelatihan  diberikan melalui -
ésertiﬁkasi. kompetensi ~ kerja  setelah

- mengikuti tes atau uji kompetensi.

Pemagangan - dilakukan sebagai ;
bagian dari sistem pelatihan kerja, yang
diselenggarakan secara terpadu antara

~lembaga pelatihan dengan bekerja secara
; langsung di perusahaan di bawah
- bimbingan dan pengawasan instruktur
atau pekerja yang lebih berpengalaman.
pemagangan
berdasarkan persyaratan dan kualifikasi

_ Program disusun
jabatan - dan dapat disusun berjenjang.
Afitara ~ pengusaha
dan dibuat
- perjanjian pemagangan yang memuat

- pemagangan peserta,

ketentuan jangka waktu pemagangan,

36

penyelenggara - §



” kewenangan dan kewajiban pengusaha.

_ ~¢. Penempatan Tenagakerja

| Setiap tenagakérja mempunyai hak
- dan keserhpatan yang sama
{ memitih, mendapatkan. atau pindah

pekerjaan dan memperoleh penghasilan

yang Iayak di dalam dan luar negeri. -
Penempatan tenagakerja dilakukan secara -

{ terbuka, bebas, obyektif, adil, dan tanpa !

| . diskriminasi, diarahkan

menempatkan tenagakerja pada jabatan |

yang tepat sesuai dengan keahlian,
keterampilan,  bakat, minat,  dan
! - kemampuan lenagakerja. dengan :

memperhatikan . harkat, martabat, hak -

asasi. dan perlindungan hukum.

Pengusaha . atau ~pemberi kerja '

dapat merekrut sendiri tenagakerja yang '

dib._utuhkan atau  melalui

| penempatan  tenagakerja.

i penempatan tenagakerja dapat dilakukan

oleh instansi pemerintah dan lembaga |

swasta. Pelaksana penempatan  wajib
memberikan perlindungan sejak ;
rekrutmen sampai penempatan

tenagakerja. dan setelah itu pemberi kerja
wajib memberi perlindungan keselamatan

dan kesehatan kerja serta kesejahteraan

“pekerja.

[ hak “dan  kewajiban peserta, serta -

unluk.;
JLO No. 88 tahun 1948 yang telah [

untuk

pelaksana

Pelaksana -

37

Penempatan tenagakerja swasta harus |
berben.luk badan hukum dan dépat |
: diselénggarakan hanya setelah mendapat : |
izin Menteri |

Tenagakerja  dan

Transmigrasi. Sesuai dengan Konvensi . [f

" diratifikasi melalui Keputusan Presiden - I
No. = 36 2002,

penempatan tenagakerja dari instansi J

tahun pelaksana
pemerintah tidak boleh memungut biaya | I

dari pekerja. Lembaga penempatan
tenagakerja swata dapat memungut biaya * |
dari pengguna dan dari tenagakerja

. golongéin tertentu.

Penggunaan Tenagakerja Asing -

f.
Tenagakerja -asing (TKA) dapat :
. bekerja di Indonesia hanya dalam -

hubungan kerja untuk jabatan tertentu
 dan waktu tertentu, setelah mendapat izin * |
‘dari  Menteri  Tenagakerja  dan . §
Transmigrasi. Penggunaan TKA harus
- secara selektif untuk memberi peluang -

. bagi tenagakerja Indonesia dan harus !'
5me{njamin proses alih teknologi. Untuk -
“itw  setiap perusahaan yang akan -
" menggunakan TKA wajib menyusun
 Rencana Penggunaan Tenagakerja Asing '

(RPTKA) yang disahkan oleh Menteri -

. Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
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. TKA dilarang menduduki jabatan yang

| mengurusi kepegawaian atau personalia, -

serta jabatan-jabatan  tertentu

: diletapkan. oleh Menteri, Perusahaan atau
pemberi kerja yang menggunakan TKA,

| wajib : _

F A menaati ketentuan standar kompetensi

yang dipersyaratkan:

Indonesia

. menunjuk  tenagakerja

sebagai pendamping TKA dalam
alih

‘rangka alih dan

keahtian dari TKA,

teknologi

. melaksanakan pendidikan dan
pelatihan bagi tenagakerja [ndonesia

" pendamping TKA:

atas

. membayar kompensasi

mempekerjakan TKA;

__memuléngkan' TKA Ke negara asalnya |

setelah hilbungali kerjanya berakhir.

Perjunjian Kerja
Hubungan Kketja terjadi karena

adanya perjanjian kerja antara pengusaha

dan'pekerja. Perjanjian kerja dibuat atas
dasar kesepakatan kedua belah pihak. |

tidak

bertentangan  dengan  ketertiban  umum,

Pekerjaan  yang  diperjanjikan

yang

 Perjanjian kerja dapat dibuat untuk
waktu tertentu dan untuk waktu tidak
tertentu. P.erj'a.nji.'a'n. kerj;:ii.dak " dapat
_ditarik kembali dan/atau diubah kecuali _

. atzis _persetujuan kedua._ | belah "pihak. Al ‘
éDaIam pcrjat}jiéﬁ kerja untuk waktu - 1
tertentu, tidak berlaku masa percobaan.

tidak

Perjanjian. kerja untuk waktu

tertentu. -~ dapat mensyaratkan masa
. boleh lebils- rendah dari upah minimum - §

: yang '.&itetapkan oleh

Menteri .
; Téhé’éék"érja dan Transmigrasi. |
_h. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian  kerja ‘untuk  wakty
tertentu  tidak dapat dibuat  untuk :
pekerjaan yang bersifat tetap, akan tetapi -
'hanya untuk pekerjaan tertentu  yang | '
menurut jenis dan ‘sifat atau’ kegiatan !
pekerjaannya akan ‘selesai dalam waktu

tertentu, yaitu ©

(1) Pekerjaan yang sekali selesai atau |
~ sementara sifatnya;

() Pékerjaan yang

* diperkirakan

penyeiesaiannya dalam waktu yang

kesusilaan, dan  peraturan perundanﬁn\' tidak terlalu lama dan paling lama 3

yang berlaku,
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percobaan, akan tetapi upahnya tidak §



(3) Pekerjaan yang bersifat musiman; -

atau
{4) Pekerjaan yang berhubungan dengan
produk baru. kegiatan baru, atau
‘produk tambahan yang masih dalam

percobaan atau penjajakan.

Perianjian kerja waktu tertentu:._

(PKW'T) dilakukan untuk paling lama dua
'_ tahun. akan tetapi dapat diperpanjang atau

diperbaharui. Perpanjangan PKWT dapat |

dilakukan hanya satu kali untuk paling

| |lama satu tahun. Pembaruan PKWT dapat i_
|~ dilakukan hanya satu kali untuk paling§

" lama dua tahun setelah PKWT yang lama

" berakhir pating sedikit 30 hari.

i. Perlindungan, Pengupshan,

. Kesejahteraan

Waktu kerja dalam satu minggu .
ditetapkan 40 jam. dapat diatur dalam dua -

alternatit. Pertama. 6 hari dalam satu

minggu dan maksimum 7 jam dalam saty

hari. Kedua, 5 hari dalam satu minggu dan |
maksimum 8 jam dalam satu hari. Apabila |

pengusaha merasa butuh mempckenakan

pekerja melebihi waktu kerja yang telah !
ditentukan. pengusaha wajib membayar

upah lembur.

39

istirahat  paling-
setelah bekerja
' Setiap - pekerja .

' seminggu.

" bulan

dan .

e

Waktu kcrja lembur pahng lama 3 jam

satu hari dan |4 jam satu minggu.

Setiap pekerja  berhak - nmemperoleh
sedikit - setengah jam |

4 jam terus-menerus.

jstirahat satu hari dalam satu minggu

apabila dia bekerja 6 hari kerja seminggu -

* atau dua hari bila dia bekerja 5 hari dalam

juga |
mempunyai hak cuti 12 hari kerja dalam

Setiap  pekerja
setahun. o

- Pekerja perempuan tidak boleh
diwajibkan bekerja pada hari pertama-dan | |
kedua waktu haid. Pekerja perempuan
berhak memperoteh -istirahat- selama 1,5
menurut - |

sebelum  saalnya

perhitungan dokter/bidan melahirkan dan - |
1,5 bulan sesudah melahitkan anak. - |

fPekc‘rja perempuan berhak beristirahat.

1.5 bulan setclah mengatami gugur;

kandungan.

Pekerja tidak wajib bekerja pada
hari-hai resmi. Pekerja berhak menerima -
upah penuh pada- hari libur resmi. 1
istirahat mingguan, istirahat atau cuti 5_
| tahunan dan cuti panjang, serta pada saat 1

haid, cuti melahirkan dan cuti gugur &

" kandungan bagi pekerja perempuan.

berhak memperoleh ]
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- perlindungan  atas - keselamatan dan
kesehatan kerja, moral dan kesusilaan,
dan perlakuan yang sesuvai:dengan harkat
dan - martabat manusia, serta nilai-nilaj
Untuk i,

agama. pengusaha  wajib

menerapkan . sistern -manajemen
| - keselamatan dan kesehatan kerja secara
terintegrasi - dengan manajemen
perusahaan. Pengusaha wajib menyusun
program . dan  menyediakan sarana
pengaman  keselamatan dan  kesehatan
[ - kerja sesuai dengan Undang-undang No. |

| tahun 1970 dan peraturan pelaksanaannya,

Setiap pekerja berhak memperoleh -

penghasilan vang memenuhi penghidupan

yang layak -bagi kemanusiaan. Dalam

rangka perlindungan pengupahan dan

| untuk memenuhi penghidupan yang layak

tersebut,  ° Pemerintah menetapkan

[ - kebijakan atau ketentuan mengenai upah

minimum baik menurut provinsi dan atau
kota/kabupaten, maupun menurit sektor
dan atau sub sektor. Dalam rangka

[ meningkatkan kesejahteraan pekerja’ dan

“keluarganya. . - pengusaha wajib
! mempertanggungkan - pekerja = pada -
| program  jaminan . sosial tenagakerja -

1 (jamsostek).

Setiap pekerja - berhak  memperoleh

Sesuai. - dengan kemalﬁpuan.-pengusaha

dianjurkan menyediakan fasilitas

kesejahteraan seperti pelayanan: keiuarga . §
berencana,

“lemipat  penitipan: - -bayi,

-perumahan pekerja, fasilitas béribadah,

fasilitas olah raga, kantin, dan mendorong

pembentukan koperasi pekerja.

i+~ Hubungan Industrial _
adalah

sistem hubungan. antara para pelaku

Hubungan  industrial
proses ﬁmduksi- yaitu-pengusaha, pekerja,
dan Pemerintah. Tujuannya adalah untuk -
menumbuhkcrﬁbangkan -hubungan . yang ;_
aman.dan harmonis antara pengusaha dan ° i
pekerja. Untuk mencapai tujuan- tersebat. f
setiap pengusaha perlu mengembangkan |
sikap . memperiakikan: pekerja -sebagai
manusia atas dasar - kemitraan yang
sejajar sesuai  dengan kodrat, harkat,

martabat dan harga diri pekerja. Di lain g
pihak, para pekerja perlu mempunyai :
sikap rasa ikut memiliki serta memelihara -
kelangsungan usaha. Untuk itu semua, |
perlu 4
Peraturan

sarana.  hubungan industrial
di-bahgun yang terdiri dari :
Perusahaan, -Badan Kerjasama Bipartit; ' :.
Serikat

Bersama, - Organisasi' Pengusaha, Badan ' |

‘Pekerja,  Perjanjian

Kerjasama Tripartit, Peraturan Perundang * [}

40

Kerja - if




| undangan Ketenagakerjaan, dan Lembaga
_- Penyelesaian Persetisihan Industrial.

k.  Pemutusan Hubunga_n' Kerja
Pengusaha, pekerja dan  serikat

| pekerja  harus  secara  bersama-sama -
berupaya untuk menghindari pemutusan
hubungan kerja (PHK). Pengusaha dapat
memutuskan hubungan kerja- seseor‘ang-
pada dasarnya hanya setelah menetima |
persetujuan Pengadilan ~ Hubungan i
Industrial. Permintaan izin mefnutu'skan_.'
hubungan kerja harus  diajukan sécﬁra
|- tertulis melalui Dinas Tenagakerja dengan
menyampaikan = alasan kenapa harus
melakukan PHK. Dinas

akan memfasilitasi j

Tenagakerja !

melatui  mediator

yang bekerja kurang dari satu tahun
sampai 9 bulan gaji untuk yang telah ;: '_

" bekerja 8 tahun atau lebih:- |
(2) Uang penghargaan masa kerja mulai
dari dua. bulan | gaji untuk yang
bekerja tiga tahun atau lebih tetapi - |
kurang dari 6 tahun. hingga 10 bulan |
gaji bagi orang yang telah bekerja 24
-tahun atau lebih: u
(3) Uang penggantian hak yang belum '
diterima, mellputu penggantian cuti |

' '_tahunan yang belum diambil. biaya
kembah ke tempat pekerja diterima.

" dan 15% dari uang pesangon dan
penghargaan masa kerja sebagai
pengganti fasilitas perumahan dan
pengobatan.

pengusaha dan pekerja untuk mencari L

Bila kedua pihak tidak -
maka mediator
ke

| Pengadilan Hubungan Industrial. Selama .

penyelesaia'n‘
mencapai - Kesepakatan,
akan melimpahkan  kasusnya
[ Pengadilan Hubungan Industrial belum
memberikan izin PHK, pengusaha da_n%
pekerja  yang berselisih  harus tetap
melakukan kewajibannya masing-masing
seperti biasa. Bila pengusaha melakukan
PHK. maka pengusaha wajib membayar:

(1) Uang pesangon sesuai dengan masa

kerja mulai dari satu bﬁl_an_ gaji _untuk
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* dari-
~ Kabupaten/Kota.

s, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 -
Berdasarkan- UU No, 2 ‘tahun "
2004, persélisihan” hubungan  industrial

yang selama ini diselesaikan ~Panitia - §

Penyelesaian Perselisihan  Perburuhan
(P4) Dacrah dan P4 Pusat dialihkan untuk | |

diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan |}

Industrial, yang dibentuk sebagai bagian
di
Pengadilan -

Pengadilan - -Negeri tingkat

Namun

‘Hubungan Industrial (PHI) ‘mempunyai : |

kewenangan yang terbatas hanya untuk
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i berwenang

i perselisihan  perdata. PHI

© dari -perselisihan hubungan industrial.

_' yaitu yang terkail dcn;,an persehsuhan'

! hak,
5 persehs:han pemutus hubungan kerja. dan

perselisihan kepentingan,

| perselisihan antar serikat pekerja.

Pihak yang tidak dapat menerima

Keputusan PH! mengenai perselisihan hak
dan perselisihan PHK, masih dapat naik
: banding langsung ke Mahkamah Kasasi
.' Hubungan Industrial ~yang dibentuk
sebagai bagian dari Mahkamah Agung.

,; Akan tetapi Keputusan PHI mengenai

perselisihan kepentingan dan perselisihan

antar serikat peketja sudah bersifat final.

tidak dapal lagi dimintakan naik banding.

| Ini berarti bahwa sistem PHI jauh lebih

i sederhana dan membutuhkan waktu yang

lebih pendek dari sistem lama dengan -
mekanisme P4D dan P4P. Akan tetapi
- dan atau denda, Demikian juga misalnya :

Pengadilan . Hubungan "Industrial tidak

petanggaran pidana di bidang hubungan

| industrial. UU No. 13 tahun 2003 memuat .
tertulis dari Menteri. Pasal |85 Undang-

sejumlah  sanksi  atas bebé'rapa

pelang,aran pidana dengan atau tanpa

| memeriksa dan mengadili aspek perdata :
. minimum satu tahun dan maksimum 4 ' ]

dari perselisihan hubungan  industrial,

| akan tetapi aspek pidananya akan kembali
| diadili oleh Pengadilan Umum. Misalnya
UU-No. 13 tahun 2003. Pasal 167 ayat (5)
- menyatakan bahwa :

INFO HUNUM Vol Tehin W, 2008

I mengadili dan memutus perkara perdata

“memeriksa dan. mengadili

berwenang |

tidak -

dalam

Setiap pengusaha  yang
mengikulsertékan pegéwainya
prografn pensiun, diwajibkan membayar - :
uang pesangon, uang penghargaan masa

kerja, dan kompensasi pada ‘saat putus

- hubungan kerja karena usia pensiun. . [J.

184 UU No. 13
menyatakan bahwa setiap - pengusaha

Pasal tersebut -

yang melanggar Pasal 167 ayat (5) di atas -

- diancam dengan hukuman pidana penjara - j§
~minimum satu tahun dan maksimum $ r
“tahun dan atau denda minimum Rp 100
s juta dan maksmum Rp 500 juta. Bila ]

pekerJa ‘menuntut haknya dan tudak'f-

. diperiui pengusaha, dia dapat mengadu |

ke PHI, dan PHI mewajibkan pengusaha . |
membayar yang menjadi hak pekerja. -
Namun, PH! tidak berwenang untuk - |
mengadili ‘aspek  pelanggaran pidana ; .

Pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa : §

- setiap perusahaan yang mempekerjakan

lcnagakerja asing harus mendapat izin
undang No. 13 tersebut menyatakan
bahwa pelanggaran atas Pasal 42 ayat (1) |
ini" diancam -hukuman pidana penjara ’

“tahun-dan atau denda minimum Rp 100 |
“juta dan maksimum Rp 400 juta.
: Pelanggaran seperti ini berada di luar |
: kewenangan PHL‘***#***#********#* ’
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" KEBIJAKAN

PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. UNTUK -
MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS
DINAMIS, DEMOKRATIS DAN BERMARTABAT DI

PERUSAHAAN

- 1, Pendah uluan

Pembangunan
sehagai bagian integral dari Pembangunan
Pancasifa dan

Nasional  Berdasarkan

‘Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan

dalam rangka  penibangunan

indonesia seutuhnya dan pembangunan -

masyarakat Indonesia seluruhnya untuk °

meningkatkan  harkat.

“harga diri  tenaga kerja  serta

mewujudkan  masyarakat sejahtera, adil,

makmur dan merata baik materiit maupun

spiritual,

" Pembangunan ‘Ketenagakerjaan ‘harus i

diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi |

hak-hak dan perlindungan yang mendasar
bagi tenaga kerjo dan pekerja/buruh serta

pada  saat  yang  bersamaan  dapat

mewujudkan kondisi yang kondusif bagi

pengembangan dunia usaha.

Pembinaan  Hubungan

diarahkan pada terwujudnya Hubungan |
yang
berkeadilan dan bermartabat.

Industrial harmonis.  dinamis.

43

Olek : Dr. Muzni Tambusai

K etenagakerjaan -
‘baik ~ dan-

manusia

martabat  dan :

“penerapan

Industrial )

mencapai Hubungan Industrial yang serasi -

di Perusahaan perlu adanya kerjasama yang |
terbuka
Pekerja/Buruh, serta Serikat Pekerja/Serikat
Buruh dan"Pengusaha:

~ saling antara

: Perk_éhbangan ‘Hubungan - industrial -
dewasa ini ditindai oleh ‘adanya beberapa |
perubahan sebagai- dampak  gobalisasi dan
anhtara  lain

reformasi  yang meliputi

kebebasan berserikat, pelaksanaan “HAM.

daerah,

internasional, infra’

supremasi  hukum,  otonomi

standar

‘striiktur dan iklim investasi.
Kita semua harus mencermati segala - 3
féhomena perubahian yang terjadi dalam

“konteks pelaksanaan hubungan industrial,

selanjutnya kegiatan - hubungan industrial
penting  yang
berdampak pada masalah -sosial, emonomi,

merupakan  kegiatan

politik dan kesejahteraan masyarakat. Pada

sisi* fain, kegiatan hubuingan industrial di - §

(. ‘periisahaan ‘tidak akan lepas dari pengaruh

pibiak faiin fexternal) di lisar perusahaan.
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| ; Dengan

semua para pengelola sumber daya manusia di

perusahaan dan’ para fpékerja serta peng@irﬁs "

| SP/SB dan  pihak
hubungan industrial.
_' Tujuan umum dari segala proses yang
" dimaksud - adalah

kesejahteraan pekerja dalam arti terpenuhinya

untuk  meningkatkan
* kebutuhan sosial minimum pekerja. Kepada
.. para -pekerja dan pengusaha dituntut untuk
mampu meningkatkan pemahaman dan dapat
melaksanakan selurub  ketentuan  Undang-
: . undang Ketenagakerjaan secara tepat dan baik
t ' untuk kepentingan semua pthak dalam proses
| produksi. Kemampuan yang dimaksudkan di
sini merupakan proses pembelajaran secara
: bersama-sama oleh semua pihak untuk dapat
yang
dan

industrial
berkeadilan

- melaksanakan  hubungan

§ harmonis,  dinamis.

| bermartabat melalui dialog pekerja dengan

" pengusaha di perusahaan,
Ukuran kemampuan itu  meliputi
[ wawasan -pelaksanaan hubungan industrial,

keterampilan melakukan

| pencrapan Undang-Undang dan yang paling :

penting adalah terciptanya kesiapan mental
untuk  bekerja

" kesadaran akan lercapainya fujuan bersama

~dan  tanggung  jawab

peningkatan kesejahteraan.dan kelangsungan

perusahaan,

PO Hub vl i A, T

demikian menuntut kesiapan. kita -

terkait  pelaksanaan.

komunikasi, -

dalam hubungan kerja, .

untuk  menjamin -

~© Dalam tataran lebih luas, maka

" pelaksanaan’ ‘sosial® dialog  dilakukan oleh -
uisur” Tripartit’ dan “pihak ':'letjkziil: ‘hubungan ] -

-i_nduslrial __sépel"t.i yang kita lakukan pada o |

ini.

I1. Hakekat Hubungan Industrial _
Kegitan hubungan industrial adalah -

interaksi sosial antar manusia dalam |’

proses produksi barang dan jasa untuk ° 1
pemenuhan - kebutuhan masyarakat. Pada
pelaksanaan kegiatan hubungan inddstrial '-
!erseb};'L maka para pekerja akan _-
rfl'réhdhpal _manfaat  untuk pemcﬁuh_an '
kebutuhan hidupnya, lerjadinyé proses -

terhadap

pembelajaran pekerja

pengembangan wawasan dan
yang
meningkatkan kualitas hidup pekerja,
perlindungan . hak

pemenuhan kesejahteraan pekerja dan -

keterampilan  kerja dapat :

dasar  pekerja, - |
keluarganya, yang meliputi rasa aman .
sebagai kebutuhan dasar dan terpenuh inya
kebutuhan sosial minimum pekerja dalam
hubungan industrial yang harmonis serta g |
terpenuhinya kébuwhan pcngembangan ;
diri pekerja sebagai penyaluran aspirasi. |
Kegiatan hubungan industrial bila ditinjau .

dari sisi kegiatan usaha adalah merupakan !
basis kegiatan ekonomi yang 'diprakars_ai -ff

dan dikelola oleh pengusaha untuk )
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menjamin kelangsungan perusahaan dan
dalam skala yang -lebih luas,
kegiatan  pérusahaan - akan- - menjadi
penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah
dan Nasional,

keberhasilan

Bahwa pelaksanaan -

hubungan  industrial  terletak  pada

berjalannya  sistem  kelembagaan - dan
hubungan °
~ industrial beban dan
tanggung jawab pekerja, pengusaha, -
- pemerintah dan pihak terkail, dengan

optimalisasi  sarana-sarana

yang menjadi

demikian maka hubungan industrial -

menjadi  kegialan yang strategis dan

signifikan dalam pembangunan nasional

yang diharapkan dapat memperiuas

kesempatan  kerja  dan

pengangguran.

mengurangi

" HI. Permasalahan Hubungan Industrial

Permasalahan  hubungan industrial

yang harus dicermati oleh para pekerja. |

maka .

pada kegiatan hubungan industrial di -

~ perusahaan. .
3. Fenomena globalisasi,  penerapam
_ standard internasional, implementasi

Undang-Undang

- mendorong  pengusaha menen{puh

Ketenagakerjaan, -

- -manajemen - efisien  dan_ efektif
sehingga mempunyai- kecenderungan
-+ untuk mengadakan perubshan status
hubungan kerja. ;
4, ~Nuansa  ketidak-adilan . dalam '.

hubunigan industrial.

5. Tiigket produkivitas, budsya kerja

““dan sarana hubimgan industriat yang
belum optimal seperti Persyaratan -

Kerja.  Peraturan - Perusabaan,
Perjanjion  Kerja  Bersama, LK - {f
Bipartit dan peran SP/SB.

6.. Penguatan potensi pelaku hubungan .
industrial yang belum sesuai dengan .

tuntutan perubahan.

pongusaha. pemerintah dan pihak- terkait IV. Pelaksanaan Hubungan Industrial

antara lain meliputi :

1. Pelaksanaan hubungan industrial -
dihadapkan pada perubahan onfra .
struktur. iklim usaha dan investasi.

kebebasan -

berserikat, demokratisasi, pelaksana- *

QJ

Fenomena  reformasi,

an HAM, supremasi hukum danf

otonomi - daerah yang berdampak |
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" Sebagai upaya penguatan potensi -

| yang harus dilakukan pelaku hubungan -

industrial dan  pihak terkait yang

dilaksanakan melalui  komunikasi dan : i

dialog dalam tataran antara pekerja dan - |
_ pcngusaha di perusahaan untuk :

- 1. Kesamaan persepsi, interpretasi, sikap -

dan tanggung jawab semua pihak il
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kegiatan hubungan industrial sebagai

hal yang strategis dan signifikan

dalam " rangka

" Kesejahteraan, ~ kemajuan  usaha, |

perbaikan

investasi untuk perluasan kesempatan

kerja dan mengurangi pengangguran.
. Terlaksananya. ketentuan Undang-

Undang  Ketenagakerjaan  dalam

_ proses . produksi secara objectif, °

proporsional  dan bermanfaat bagi

semua pihak dan untuk kepentingan -

yang lebih luas,

.. Optimalisasi sarana-sarana hubungan =

industrial di perusahaan.

Terlaksananya hubungan  industrial -
yang efektif di perusahaan, sebagai -

strategi  pembangunan
industrial untuk  melakukan sikap

kebersamaan dalam suasana belajar

hidup bersama pada Iingkup hubungan .

industrial. _ _ o
. Terselenggaranya pemberdayaan
pelaku  hubungan  industrial di ’

perusahaan dan pihak terkait di fuar :

perusahaan untuk mendorong tumbuh

dan  berkembangnya  hubungan

industrial otonom di perusahaan.

Pencanangan kegiatan dialog sosial
antar pelaku hubungan  industrial oleh |
" semua pihak | sebagai ‘kegiatan
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sebagai komitmen untuk menadikan

peningkatan :

ckonomi  dan ramah

hubungan

+ mengembangkan citra

~ pemasyarakatan ﬁuBUﬁgan industrial yang . ._
- mendukung pembangunan nasional,

.- Peningkatan Kapasitas LKS Bipartit

Dalam hubungan industrial, dikenal

adanya beberapa sarana yang . saling ' J§
- berkaitan dan merupakan kesatuan. Salah |
- satu :sarana tersebut adalah Lembaga

- Kerjasama (LKS)- Bipartit, sebagaimana |

diamanatkan -dalam Pasal 106. Undang- - |

“Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang .
- Ketenagakerjaan, . yang ingin

dikembangkan  sehingga mampu
memberikan - inspirasi-inspirasi,
: péﬁi-_iﬁimn-pem ikiran  dan

gagasan- ff
gagasan baru di -perusahaan, schingga - |

- dapat menghindarkan konflik di tempat °

- kerja.
LKS  Bipartit dimaksud  harus [
memiliki  konsep yang jelas dan

dikembangkan sesvai dengan --kaidah--
“kaidzh dan -norma-norma yang- berlaku -

~-dan  secara - ferus menerus: mampu

~ hubungan
industrial yang bermartabat, yang diithami -

oleh  cita-cita  tumbuhnya  rasa

kebersamaan, kesepakatan, kemitraan dan - | |

komunikasi di tempal kerja.

- Kaidah yang ingin dibangun melalui

. 'LKS berupa pelaksanaan  komunikasi

_yang efektif antara pekerja dengan :

pengusaha di tempat kerja.




.I Hal ini yang sering dllupakan oleh’ semua
| _ pihak sehmg,ga dapat menimbulkan berbagal
perma.salmm hubun{,an mdustrlal |
Memang tidak mudah membangun
schuah lembaga di tempat kerja,  sejak
diperkenalkan pada tahun 1986 melalui

i | Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor |
| * 328/Merv1986. LKS Bipartit hingga sekarang '
| baru terbentuk sekitar 7.800. Jumlah terscbut .

* relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah
perusahaan yang ada yaitu mencapai 170.000
,_ Dengan  Undang-undang yang baru
| sudah ditegaskan pada Pasal 106 Undang:

 Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa setiap |

| perusahaan yang mempekerjakan 50 orang
pekerjwburuh atau lebih wajib membentuk
- LKS Bipartit yang berfungsi sebagai forum

komunikasi dan konsultasi mengenai masalah-
' masalah yang berkaitan dengan hubungan

| industrial di perusahaan.

Apabila LKS Bipartit tersebut telsh

berkembang dan terbentuk di tiap-tiap unit

- kerja. maka diharapkan pemogokan, unjuk -

rasa dan pennasalohan-permasalahan  yang |
dikaitkan dengan ketidak-nyamanan dalam .
bekerja dan berusaha dapal teratasi dengan i
|  baik.
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Dengan detmluan untuk ke depannya. periu 4

“ sécara - feris’ menerus -diusahakan " apar -
 tercipta EKS Bipartit di tiap-tiap tempat kerja
dengﬁn_ harapan lembaga tersebut mampu
berkembang dan  menjadi :

- menciptakan  hubungan  industrial

yang - _
" bermartabat’ scsusi yang digariskan. - Och |
karena itu, untuk terciptanya tempat ketja |
' yang harmonis, dinamis dan demokratis, perlu N
' segcradlbmtukdanduetapkan LKS Blpartn
- di masmg_-_masmg perusahaan. Dengan _ ::
demikian; diharapkan akan ahir tempat kerja |
yang bermartabat sesuai harapan semua pihak 1

~dan dengan demikian para pihak mampu
memilih perspektif yang positif da!am.
pengembangan = usaha  dan 'peningkatan. |
"~ Kondisiskoudis tersebut, harus dapat . |
klta wujudkan secara baswmm dari .

seluruh unsur sebagal keglatan yang smergls i |

dalam merespons segala perubahan dalam .

pembangunan  hubungan di
Indonesia. .

industrial

Terima kasnh ek '

roh dalam [+
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.- Organisasi

|~ penghidupan

| perangkat

| Internasional

INBO HUKUM Vol.$ Tehwn viE 2008

(International Labour Standards)

Oleh - Drd. Erwina WH,

Perburvhan

* (International Labour Organization/ILO) -
adalah bagian. dari Badan Perserikatan

Bangsa-Bangsa yang mengurusi persoalan |

perburuhan di dunia. Sejak pertama kali :

- didirikan, organisasi ini mempunyai tugas :

untuk  meningkatkan

pekerja/buruh  dan :

pekerjaannya  dengan

peraturan-peraturan  atau standar-standar ©

perburuban internasional.

Standar perburuhan internasional

(international labour standards) adalah .

yang
tertuang dalam. bentuk Konvensi dan@

hukum internasional

" Rekomendasi.

Konvensi.dan Rekomendasi dibhat :

atau dihasilkan dalam Sidang Perburuhan

{International  Labour -

Conference/ILC)  yang  dilaksanakan -

[ secara rutin setiap tahun dan dihadiri oleh |
_unsur tripartit dari Negara Anggota. Unsur ?
i tripartit tersebut diwakili oleh Pemerintah :

Pekerja (Worker).

“perjanjian
‘mremuat’ berbagai bentuk  ketentuan- :

kondisi-kondisi
 manusia - khususnya

cara membuat’

‘oleh Negara ~ Anggota

48

Konvensi ILO adalah’ . perangkat
(instrument) “hukum datam lingkup

internasional”  yang

~ ketentuan perlindungan di bidang

perburuhan antara lain : hak-hak asasi

‘pekerja, |

““Rdministrasi perburuhan, kesejahtera- 1k

an sosial, pengawasan ketenagakerja-

an, kelembagaan dan sebagainya. 1

" Ketentuan yang diatur di dalam

Konvensi ini kesemuanya ‘disusun .

dengan tujuan agar dapat diratifikasi | [}

menjadi hukum positif yang berlaku :

di Negara yang bersangkutan,
Konvensi ILO merupakan produk |

hukum masyarakat internasional yang

berasal dari unsur tripartit. Dalam :

proses - pembuatan konvensi, ketiga : I

unsur tripartit terlibat sejak tahap :-

o Memilih dan menetapkan topik [f
konvensi;

((:'ovérhnienf)q Peﬁgusaha (Emp?oyér) dan e ‘Pérdncangan;

Pembahasan perumusan;
Pengesahan.

seh ingga ! I



{ ' Pembuatan dan perumusan konvensi ini  ~ Setelah Konvensi tersebut diratifikasi  |f

I juga melalui proses yang disebut  oleh Negara Anggota ILO maka * |

:“prosedur diskusi  ganda™  (double secara langsung akan mengikat': '

| discussion procedures) dalam rangkaian Negara Anggota yang bersangkutan.
stdang-sidang 11.C. Kewajiban yang timbul ‘sctielah A
Keterlibatan  unsur  tripartit  ini Konvensi diratifikasi adalah bahwa -

_' tidak hanya dalam membuat Konvensi Negara Anggota yang meratifikasi

| namun juga dalam tahapan persigpan  Marus bersedia menerapkan awran-

untuk ratifikasi, pelaksanaan, pelaporan, aluran. yang _tercanwm di dalam'
pembatalan (denunciation) atas ratifikasi Konvenm dan bersedia pula untuk

dan pengawasan. - menerima . ketentuan-ketentuan

. pengawasan intemmasional
Setelah Konvensi-konvensi e b

: (international supervision).

tersebut disahkan atau  diadopsi dalam

| : Sidang Perburuhan Internasional | |
' 2. Rekomendasi ILO :

| (Imternational  Labour Conference/ILC)

8 maka Negara Anggota ILO berkewajiban . : |
Rekomendasi ILO pada dasarnya ' |

untuk meratifikasinya. Ratifikasi suatu - . ,
_ _ adalah perangkat yang sama dengan -
konvensi dimaksudkan untuk menjadikan o o
Konvensi, yaitu sama-sama perangkat ' §

| - hukum internasional tersebut menjadi ) . o
- hukum internasional yang . saling :

| hukum positif yang berlaku di Negara _ -
: melengkapi. Yang membedakan . [

ang bersangkutan, _ - _ _
yane & adalah Rekomendasi tidak dibuat ° |
Sampai dengan bulan Juni 2004, dengan maksud untuk  diratifikasi

ILO telah menghasilkan 185 Konvensi melainkan hanya untuk memberikan = §

dan 192 Rekomendasi. Dan Indonesia pedoman-pedoman  khusus kepada |
: telah meratifikasi 17 (twjuh belas) © Negara-negara Anggota dalam rangka
konvensi yang terdiri dari 8 (delapan) - . membuat peraturan  perundang- !.

konvensi dasar 1LO dan 9 konvensi umum - ypdangan nasional di Negara masing- - !

| dan konvensi priority. masing.
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saja dibuat untuk satu judul yang sama, .

_-' Dalam hal ini, Rekomendasi tersebut
memuat pokok-pokok aturan yang Ie_bih:
terinci sejalan dengan Konvensi yang -
| bérsangkutan. Hal ini dimaksudkan agar
| - Negara Anggota. sebelum meratifikasi ;
Konvensi tersebut, dapat secara bertahap
': memanfaatkan ketentuan-ketentuan ::nau?i
- pasal-pasal yang ada dalam Rekomendasi :
~untuk dijadikan peraturan perundangan
i nasional  di masing~mésing Négara. f
 Bilamana situasi dan kondisi Negara
| bersangkutan sudah cocok dengan apa :
| yang diatur di-dalam Rekomendasi, maka
| | Negara tersebut dapat  selanjutnya !
| ~ meratifikasi Konvensinya, :
| Dengan dibuatnya Konvensi dan |

[ Rekomendasi yang merupakan perangkat .

| standar perburuhan internasional tersebut, ; .

- maka tujuan utama TLO  intuk -

| - mewujiidkan keadilan sosial di duniia‘bagi |

| - kaum buruh/pekerja dapat tercapai..

i | Pengesahan Konvensi ILO dalam

| ' Sidang Perburuhan Internasional

| (International Labour Conference/ILC)
‘1. Makna

* Pengesahan atau ratifikasi suaty :
Konvensi mengandung makna bahwa

hukum internasional diberlakukan ' :

menjadi hukum nasional (hukum?
positif) di Negara yang meratifikasi :

Konvensi,
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Konvensi dan Rekomendasi dapat

internasional

meratifikasi
" menecrapkan

meratifikasi

“mempersiapkan

- nasional

melaksanakan
" kewajiban

$0

~ Sebagaimana telah diuraikan di |J

langsung sejak proses awal sampéi"ﬁ i
dengan disahkannya suatu konvensi. .
Dengan demikian, setiap Negara_'i ..

konvensi dan

Negara yang bersangkutan,

konvensi harus

Negara -

.atas bahwa para wakil
- Anggota atau - masyarakat
melalui unsur .

‘tripartitnya di ILO terlibat, sécara'ﬁ

~ mempunyai kewajiban moral untuk :

prinsip-prinsip -
- Rekomendasi dalam hukum positif di © |

__ Setiap Negara anggota yang telah

perangkat/safana

hukum berupa peraturan perundangan -

yang sesuai  dengan

- ketentuan-ketentuan konvensi. _
Dalam praktek pelaksanaannya,_?

Anggota yang bersangkutan harus |
atau °
yang ;

kebijakan
sebagaimana
diamanatkan oleh Konvensi,

l. Bentuk _ _
‘Pengesahan atau  ratifikasi  suatu : |

Keputusan/Peraturan Presiden atau

dengan perangkat hukum positif lain | |
yang berlaku secara nasional di ‘|

Negara yang bersangkutan.

institusi yang berwenang di Negara : |

“konvensi dapat dilakukan dalam |
~ bentuk Undang-undang dan atau ! [|




perundangan yang berkaitan dengan

konvensi. serta melihat kesesuaian dan

- Langkah-langkah yang harus

: dilakukan sebelam  Konvensi
| diratifikasi yaitu : '
e Mengidentifikasi peraturan

ketidaksesuaian antara konvensi dan

peraturan perundangan yang berlaku : .
- 1V.Kekuatan Mengikat

(Harmonisasi peraturan perundangan),

Mengadakan konsultasi tripartit dan |

koordinasi dengan

instansi  terkait : .

dengan harapan tercapainya suatu

konsensus

peraturan perundangan yang tidak |

sesuai dengan konvensi:

dengan

untuk  menyempurnakan |

‘Mempersiapkan inekanisme pelaporan |

pihak-pihak _ terkait baik

institusi pemeriniah dan mitra kerja :

terkait.

; [11.Manfaat

Setelah Konvensi diratifikasi oleh

suatu Negara, maka seluruh unsur:

masyarakat  di

Negara  yang

bersangkutan turut bertanggung jawab |

atas pelaksanaannya.

demikian. bilamana

Dengan |

‘ketentuan-

ketentuan konvensi di tingkat nasional

« diri=.  pada

~ kepada . masyarakat

manfaat yang besar bagi kepentingan .

“dilaksanakan dengan baik dan penuh |
‘tanggung jawab maka hal ini akan

_ membawa dampak yang postif dan '}

pekerja dan dunia usaha yang pada -

akhimya diyakini akan membawa |

hasi! bagi kemakmuran bangsa dan

Negara.

Bilamana suatu Negara meratifikasi :

konvensi internasional, maka Negara '

tersebut dengan sukarela mengikatkan | |

konvensi dan secara sadar telah §

ketentuan-ketentuan |

memberikan sebagian kedaulatannya !

Negara ‘tersebut telah “committed” . |

untuk melaksanakan

kewajiban untuk

¢ Mempersiapkan peraturan

internasional. « I

ketentuan- :

ketentuan konvensi dan mempunyai '[J

perundang-undangan dan sarana -

yang menjamin
konvensi yang diratifikasi;
e Menyempurnakan
perundangan
dianggap belum
bertentangan dengan konvensi:
e Memberikan

pelanggaran konvensi;
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pelaksanaan '
peraturan
yang ada yang |

sejalan ~ atau " §

sanksi atas



Menyampaikan penjelasan atas . Laporan-laporan  tersebut  diatas |

tuduhan (complaints) . pihak lain dipantau oleh instrumen pengawasan |

baik dari dalam maupun luar  di ILO yaitu “badan pengawas” atau |

negeri mengenai adanya - yang  dikenal  dengan istilah |
penyimpangan pelaksanaan ©  “sypervisory body”. Badan Pengawas ! |

konvensi. ~ini terdiri dari Komisi Konsiliasi,"

‘Pencari Fakta dan Komisi Tripartit .

V. Pengawasan Internasional

Kebebasan Berserikat. .

Pengesahan suatu konvensi -

menimbulkan tanggung jawab bagi

. e - Selain K nsi Rek dasi
Negara yaitu adanya kewajiban ganda ain Konvensi dan Rekomendasi yang

bagi Negara terscbut vaitu harus dikeluarkan ole_h ILO maka Perserikatan :

bersedia untuk menerapkan aturan- | Bangsa-Bangsa  juga  mengeluarkan : |

i
aturan yang tercantum da]am hukum o 'IintemaSional dalam bentuk

Konvensi. dan bersedia pula untuk ’ Kovénan dan Protokol, Kovenan dan |

menerima pengawasan internasional. | Protokol ini juga dapat diratifikasi oleh -

tinternational supervision). - Negara Anggota.
Selain kewajiban seperti tersebut

diatas maka bagi Negara Anggota juga ' ppoces Pengesahan/Ratifikasi Perjanji-

mempunyai ji untuk : ._
puny kewajiban ian  Internasional dalam Forum -

membuat laporan tahunan terhadap - .
. L . Perserikatan Bangsa-Bangsa
Konvensi yang sudah diratifikasi | '

sesuai ketentuan pasal 22 Konstitusi | 1. Pengesahan suatu perjanjian

1LO. Laporan harus memuat langkah- Suatu Konvensi atau perjanjian dapat -
langkah yang telah diambil sesuai:  saja disahkan dengan cara konsensus ;
dengan - ketentuan-ketentuan atau voting. Hampir tidak ada suatu | j
Konvensi. Laporan dibuat dalam : kewajiban apapun bagi suatu Negara ' '

format khusus sesuai ketentuan ILO.

Anggota yang telah ikut dalam suatu -

Ketentuan pasal 23 ayat 2 -

konsensus atau voting menuju proses . §

Konstitusi 1O menyatakan bahwa

pengesahan suatu konvensi -

salinan seluruh laporan mengenai -

“internasional, kecuali suatu rasa

- pelaksanaan konvensi yang sudah !

diratifikasi harus disampaikan kepada kebersamaan  dalam  memahami | |

penanganan isu  sebagaimana

perwakilan pengusaha dan pekerja.
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Negara-negara Ahggota.

. Penandatanganan perjanjian -

Peﬁandatanganan tidak

secara hukum (non-binding) tetapi .

menjadi

"penandatangan berniat menentukan |

ditvangkan dalany perjanjian.dan-yang - 3.7 Ratifikasi perjanjian. - . -

menjadi concern atau  kepentingan

méngikat f

“indikasi  bahwa Negara

posisinya éehubungan dengan isi '

perjanjian  yang

ditandatangani.

Penandatanganan suatu  perjanjian

juga  berarti bahwa

penandatangan (signatory) -mengakui--:_

secara politis elemen-elemen yang ada |

Negara

di dalam suatu perjanjian interasional”

(political endorsement).

Penandatanganan perjanjian tidak

secara langsung mengikat Negara

Anggota (Negara

penandatangan)}

untuk melangkah ke ratifikasi, namun

Negara Anggota

penandatangan) memiliki kewajiban

(Negara :

untuk menghindari diri dari kegiatan :

yang tidak sesuai dengan tujuan’

perjanjian  dan  atau
tindakan-tindakan

dapat melemahkan

dimaksud.

53

mengambil :
yang  mungkin

perjanjian

Ratifikasi atau aksesi terdirt atas dua §

‘langKah.

“Pertama, lembaga Negara yang'

berwenang (rhis'alnya

setuju untuk

kewajiban dalam perjanjian tersebut . |

parlemen) : |

menindaklanjuti

" sesuai’ dengan prosedure konsitusi -

- yang berlaku.
‘Kedua, - Pemerintah  menyerahkan |
suatu instrument ratifikasi, misalnya ._
surat p_esmi' bercap Negara kepada | |
_Sekretaris Jenderal PBB. Setelah -:

ratifikasi, suatu Negara menjadi pihak

yang terikat (contracting party) atau
_sering  juga disebut State Party |

dengan peanjian yang dirtifist |

tersebut,

. Protokol
Langkah-langkah penanganan yang : i_

lebih khusus atau protokol (protocol) |

dapat disusun untuk melengkapi suatu

konvensi atau perjanjian. Protoko!

adalah kewajiban substansif khusus |

untuk melaksanakan tujuan suatuff

konvensi atau perjanjian. Protokol |

dapat diratifikasi secara tersendiri. g

Biasanya disebutkan dalam suatu .

menandatangani

dapat ikut serta dalam suatu protokol.
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_ perjanjian bahwa hanya Negara yang

perjanjian  yang }



internasional

Sesuai  dengan  ketentuan

1 ¢ e e e L

yang -

disebutkan dalam perjanjian maka

suatu perjanjian akan berlaku setelah -

sekian hari diratifikasi oleh sekian

Negara. Dan perjanjian

tersebut -

dengan sendirinya menjadi . hukvm |

internasional  dengan

prosedur sendiri.

akan mengatur hubungan antar Negara -

yang tefah meratifikasi.
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aturan dan

Perjanjian hanya
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_protokol-protokol

| 'S, Perjanjian - menjadi  hukum : ¢, Konferensi Negara Anggota

Setelah sekian waktu perjanjian
berlaku (sesuai penetapan
sebelumnya), konferensi  Negara-
negara anggota  diselenggarakan.
Konferensi akan memantau
pelaksanaan perjanjian dan membaniu
pendayagunaan  sumber  daya . |
kevangan . "dan  menegoisasikan |
tambahan. Srate
Party  juga  diwajibkan  untuk
membuat laporan terhadap
pelaksanaan dari suvatu perjanjian |
internasional yang telah diratifikasi |
atau diaksesi *****

Y 2

Sumber : Pedoman Laporan Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi IO, Depnakertrans Tahun
' 2001 '




